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 Indonesia adalah negara hukum. Hal ini sudah tertulis didalam Undang-
undang Dasar 1945. Hukum selalu berkaitan dengan masalah penegakan hukum 
yang mengarah pada aparat penegak hukum, dalam hal ini yaitu Penyidik 
Kepolisian. Dalam proses penyidikan, banyak di temui fakta bahwa masih 
maraknya kekerasan yang dilakukan oleh Penyidik terhadap terperiksa. 
 Peneletian ini bertujuan untuk: (1)Mengetahui bagaimana tindakan yang 
seharusnya dilakukan penyidik Kepolisian dalam proses pemeriksaan sesuai 
dengan ketentuan Undang-undang. (2)Mengkaji bentuk perlindungan hukum yang 
dapat diterima korban dari tindakan represif Kepolisian. 
  Jenis penelitian ini yaitu library research atau kepustakaan, pendekatan 
yang digunakan adalah Normatif, sumber data menggunakan data sekunder, 
teknik pengumpulan data melalui observasi kepustakaan dan analisis data yang 
digunakan adalah kualitatif. 
 Hasil penelitian ini menunjukan bagaimana seharusnya Penyidik 
Kepolisian menjalankan tugasnya sesuai prosedur yang berlaku sehingga 
tindakan-tindakan yang merugikan terperiksa tidak terjadi, karena setiap warga 
negara Indonesia dilindungi oleh Hak Asas Manusia. 
 Berdasarkan hasil penelitian ini diharapkan akan menjadi bahan informasi 
dan masukan bagi mahasiswa, akademisi, praktisi, dan semua pihak yang 
membutuhkan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal. 





Indonesia is a state of law. This has been written in the Undang-undang 
Dasar 1945. The law is always related to law enforcement issues that lead to law 
enforcement officers, in this case the Police Investigators. In the process of 
investigation, many found the fact that there is still rampant violence committed 
by investigators against the examinee. 
This research aims to: (1) Find out how the actions that should be taken 
by Police investigators in the examination process are in accordance with the 
provisions of the Act. (2) Review the forms of legal protection that victims can 
receive from repressive actions by the Police. 
This type of research is library research or literature, the approach used 
is normative, the data source uses secondary data, the data collection technique is 
through library observation and the data analysis used is qualitative. 
The results of this study show how Police Investigators should carry out 
their duties according to applicable procedures so that actions that are 
detrimental to the examined do not occur, because every Indonesian citizen is 
protected by Human Rights. 
Based on the results of this research, it is hoped that it will become 
information and input for students, academics, practitioners, and all parties in 
need in the Faculty of Law, Pancasakti University, Tegal. 
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“Hanya ada dua pilihan untuk memenangkan kehidupan: keberanian atau 




“Bencana akibat kebodohan adalah sebesar-besarnya musibah manusia.” 
(Imam Al Ghazali) 
 
“Hidup sehat kuncinya ada tiga:  jangan ambisius, jangan iri hati, perbanyak 
sedekah.” 
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A. Latar Belakang 
Hak Asasi Manusia (HAM) sejatinya telah ada bersamaan dengan 
lahirnya seseorang di muka bumi, bahkan sebagian pakar hukum menjelaskan 
bahwa HAM juga telah ada sejak seseorang masih dalam kandungan seperti 
hak untuk tetap hidup dan terlahir kedunia. Tidak hanya itu, HAM juga telah 
termaktub dalam pembuakaan UUD 1945 pada alenia pertama yaitu 
mengenai kemerdekaan yang berhak dimiliki oleh setiap bangsa, hal tersebut 
telah diakui secara yuridis sebagai salah satu bentuk atau wujud dari adanya 
HAM. Hal yang serupa juga dideklarasikan oleh Universal Hak Asasi 
Manusia yang memberikan pernyataan bahwa hak dari seseorang sudah 
sepatutnya dilindungi dan dipenuhi.
1
 Secara umum, “International Bill of 
Human Rights”, Kovenan Internasional dari Hak Sipil dan Politik, Kovenan 
Internasional Hak Ekonomi, Budaya dan Sosial, serta optional protocol, dan 
Adanya isu anti penyiksaan, maka para pakar hukum sepakat bahwa Pasal 5 
yang menjelaskan bahwa siksaan atau kekejaman tidak berhak dirasakan oleh 
siapapun manusia dimuka bumi ini.
2
 Hal tersebut menjadi indikator yang 
relevan dengan adanya Hak Asasi Manusia. 
                                                          
1
 Ayu Eza Tiara, et al., “Kepolisian dalam Bayang-Bayang Penyiksaan (Catatan Kasus 







Berkaitan dengan perkara tindak pidana, Kepolisian memiliki 
kewenangan dalam Penyidikan sebagaimana dalam  ayat 2, Pasal 1 Kitab 
Undang-undang hukum Pidana, Penyidikan diartikan sebagai upaya dalam 
melakukan penyelidikan dari kasus pidana yang telah terjadi ditengah 
masyarakat, penyelidikan yang dilakukan juga tidak semena-mena 
dilaksanakan oleh penyidik melainkan segala tindakan dan perbuatan harus 
didasari atas perintah Undang-undang yang memberikan wewenang dan hak 
untuk melakukan penyelidikan. Hal tersebut bertujuan untuk mengumpulkan 
bukti-bukti dan dapat menemukan siapa pelaku dari tindak kejahatan kasus 
pidana. Agar maksud yang dikehendaki dapat tercapai, maka penyidik akan 
menghimpun keterangan dengan melihat fakta atau berbagai peristiwa 
tertentu yang mengarah  dan dapat membantu penyelidikan.
3
  
Pada saat proses penyidikan tindak pidana, banyak ditemui fakta 
berupa tindakan seorang Polisi terhadap para tersangka/terperiksa yang tidak 
terlalu menghargai martabat tersangka guna memperoleh keterangan atau 
pengakuan dari saksi maupun terduga tersangka, hal tersebut dapat dibuktikan 
dari catatan “Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia” (YLBHI) yang 
memberikan data kongkrit bahwa pada tahun 2019 ada 56 kasus penangkapan 
yang dilakukan dengan tindakan sewenang-wenang hingga merengut korban 
sebanyak 542 orang, angka yang tinggi ini merupakan biasan dari 
pelanggaran hak untuk bebas dari penyiksaan dan perlakuan atau hukuman 
                                                          
3
 M. Husein Harun, “Penyidik dan penuntut dalam proses pidana”. Jakarta: Rineka cipta. 





lain yang kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat manusia.
4
 
Proses penyidikan dapat dilaksanakan dengan cara diperiksanya seorang 
tersangka, dimana dalam proses penyelidikan ini tak jarang ditemukan 
kejadian yang tidak patut dilakukan oleh seorang penyidik yaitu kekerasan 
fisik dan kekerasan verbal. Tindakan kekerasan yang dilakukan penyidik 
terhadap seseorang yang disidik memunculkan stigma negatif di masyarakat 
di persoalan profesionalisme dari kinerja Kepolisian. 
 Penanggulangan kejahatan pada umumnya dilakukan oleh penegak 
hukum yang berkecimpung di dalam sistem peradilan pidana seperti 
kejaksaan yang bertugas sebagai penuntut umum, aparat kepolisian yang 
bertugas sebagai penyidik, dan lembaga yang biasa disebut dengan 
pengadilan yang memiliki peran dalam mengadili perkara serta lembaga yang 
berfungsi untuk memasyarakatkan kembali para terhukum yaitu lembaga 
kemasyarakatan. Semua aparat penegak hukum tersebut menduduki peran dan 
fungsi yang berbeda, akan tetapi satu dengan yang lainnya saling 
berhubungan dan bersinergi bersama untuk bisa menanggulangi tinda 




Tindakan kesewenang-wenangan Polisi yang sudah di jelaskan 
tersebut diatas merupakan cerminan yang mengindikasikan adanya 
                                                          
4
 Ramadhan, “Polisi Juara Melanggar Fair Trial”, Asumsi.co, 6 januari 2020 
https://asumsi.co/post/polisi-dan-pelanggaran-fair-trial diakses pada 12 Februari 2021 Pukul: 
21.30 Wib 
5
 Rezky Amalia Asis, Peranan Unit Identifikasi Dalam Proses Penyidikan Untuk 
Mengungkap Suatu Tindak Pidana (Studi Kasus Di Polrestabes Kota Makassar), Universitas 





penyelewengan wewenang dan tugas seorang Polisi dalam menegakan suatu 
hukum dan memberikan jaminan keamanan. Peraturan Kapolri No.15 Tahun 
2005 Pasal 4 Tentang Kode Etik Profesi Penyidik Kepolisian Negara 
Republik Indonesia mengatur bahwa pelaksanaan tugas seorang polisi tidak 
boleh luput dari norma hukum yang ada, baik itu norma kesopanan, agama, 
kesusilaan, dan lain macamnya yang bersifat menjunjung tinggi HAM. 
Eksistensi Polri dalam menanggulangi tindak kejahatan di tengah masyarakat 
sudah bukan lagi hal asing, hal tersebut dapat dibuktikan dengan tugas yang 
diamanahkan negara terhadap aparat tersebut yaitu menyelidiki dan 
memecahkan kasus pidana yang luas dan kompleks.
6
 Aparat Polri menjadi 
garda terdepan dalam menuntaskan dan menjalankan amanat Undang-undang 
yaitu “menegakkan ketertiban, dan keamanan masyarakat yang dilayaninya”.  
Jika dilihat dari sisi keuniversalan tugas seorang polisi, maka polisi 
memiliki 2 tugas penting, pertama memelihara ketertiban umum dan 
penegakan sebuah hukum. Artinya, polisi hanya menjalankan tugas 
sebagaimana amanat dari Kitab UU Hukum Acara Pidana (KUHAP) sehingga 
tidak semua hal dapat dilakukan oleh kepolisian melainkan sudah dibatasi 
(represif). kedua bersifat preventif, artinya kepolisian harus memberikan 
pengayoman atau edukasi terhadap masyarakat luas tanpa adanya batas selagi 
tidak melanggar hukum itu sendiri. 
Pada proses penyidikan perkara pidana, sudah seyogyanya aparatur-
aparatur penegak hukum seperti kepolisian dan lainnya bertindak atas dasar 
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 Luki Arif Wibowo, Peran Penyidik Polri Dalam Penyidikan Tindak Pidana (Studi Kasus 





ketentuan Perundang-undangan yang berlaku, Pada proses ini, terperiksa yang 
sedang melalui proses penyidikan harus diperlakukan dengan baik 
sebagaimana instruksi Undang-undang yaitu hak-hak terperikasa diberkan 
dengan sepatutnya. Di dalam Penjelasan Umum KUHAP butir ke 3 huruf C 
sudah diatur mengenai asas praduga tak bersalah sebagai jaminan atas 
perlindungan HAM setiap warga negara. Setiap saksi atau tersangka dengan 
tegas dijelaskan bahsanya mereka mendapatkan perlindungan hukum pada 
saat menjalani proses penyidikan. 
Namun terlepas dari itu semua, tindakan kekerasan yang dilakukan 
oleh penyidik Kepolisian ternyata masih mengemuka sampai sekarang. 
Sebagai bukti/rekam jejak kasus yang baru-baru ini terjadi di Medan, seorang 
warga bernama Sarpan harus menelan pil pahit setelah dirinya di jemput 
untuk memenuhi panggilan Penyidik dari Polsek Percut Sei Tuan Medan, 
Sumatera Utara. Sarpan yang awalnya menjadi saksi kunci harus mengalami 
tindakan penganiayaan yang dilakukan oleh sembilan orang penyidik guna 
memperoleh keterangan dari Sarpan yang notabene-nya bukan merupakan 
pelaku pembunuhan.  
Kasus pembunuhan itu sendiri terjadi pada Kamis 2 Juli 2020, dan 
korbannya adalah Dodi Sumanto (40). Dodi dibunuh oleh anak dari pemilik 
rumah berinisial A tempat ia dan Sarpan bekerja merenovasi rumah. Setelah 
kejadian tersebut Sarpan yang merupakan rekan kerja Dodi Sumanto harus 





Dan selama di tahan, Sarpan mengaku dirinya selalu mengalami perlakuan 
diskriminatif dari para penyidik Kepolisian. 
Kasus kekerasaan yang dilakukan oleh oknum penyidik seperti yang 
telah dijelaskan sebelumnya hanya segelintir kasus yang mencuat ke 
permukaan, banyak lagi kasus-kasus yang mungkin terjadi yang 
menggambarkan perilaku Polisi dalam penyidikan yang menyebabkan saksi 
yang seharusnya dalam memberikan keterangannya tidak dalam pengaruh 
tekanan dari siapapun malah menjadi korban dari oknum penyidik itu sendiri.  
Atas dasar kejadian kasus yang telah dipaparkan diatas, maka penulis 
ingin mengetahui dan mengkaji lebih intens lagi bagaimana pelaksanaan 
penyidikan yang di amanatkan oleh Undang-undang kepada Kepolisian 
terhadap seseorang yang diduga telah melakukan tindakan pidana, oleh 
karena itu segala hal yang berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan 
oleh aparatur penegak hukum oleh penulisan penelitian ini diberi judul 
“TINDAKAN KEKERASAN DALAM PROSES PENYIDIKAN 
KEPOLISIAN (STUDI KASUS SARPAN, SAKSI PEMBUNUHAN YANG 











B. Rumusan Masalah 
A. Bagaimana prosedur Penyidikan Kepolisian dalam upaya memperoleh 
keterangan dari saksi maupun tersangka tanpa harus melakukan tindakan-
tindakan kekerasan? 
B. Bagaimana perlindungan hukum yang dapat diberikan terhadap saksi dan 
tersangka yang menjadi korban atas tindakan-tindakan kekerasan yang 
dilakukan oleh Penyidik Kepolisian? 
 
C. Tujuan Penelitian 
A. Mengkaji bagaimana tindakan yang harusnya dilakukan oleh para 
Penyidik Kepolisian dalam rangka memperoleh keterangan dari terperiksa 
sesuai dengan amanat Undang-undang. 
B. Untuk mengkaji bentuk perlindungan hukum apa saja yang di berikan 
oleh negara terhadap saksi atau tersangka yang menjadi korban dari 
tindakan kekerasan penyidik Kepolisian. 
 
D. Manfaat Penelitian 
Penulis menuliskan penelitian ini dengan harapan dapat memberikan 
manfaat penelitian sebagaimana berikut : 
A. Manfaat Teoritis 
Dari segi teoritis, penulis berharap bisa mengembangkan pola berfikir 
serta mendapatkan ide-ide baru dalam menganalisis mengenai Proses 





B. Manfaat Praktis 
Dari segi praktis, penulis berharap penelitian ini bisa dijadikan bahan 
refrensi bagi masyarakat dan akademisi lainnya yang memiliki 
pembahasan senada dengan yang di teliti oleh penulis. Tidak hanya itu, 
penulis juga berharap bisa membuka kembali pola pikir aparatur dalam 
menangani kasus penyidikan untuk lebih melaksanakan tugasnya sesuai 
dengan yang dikehendaki oleh Undang-Undang. 
 
E. Tinjauan Pustaka 
Sumber-sumber yang peneliti jadikan acuan dalam penelitian ini yaitu: 
A. Mengambil sumber rujukan dari Suswantoro, Slamet Suhartono, Fajar 
Sugianto yang menyatakan bahwa tersangka berhak diberikan 
perlindungan hukum pada saat penyidikan tindak pidana umum, 
sebagaiman telah terpampang jelas di dalam isi Undang-undang tentang 
HAM yang berlaku di Indonesia. Rujukan ini berisi mengenai bagaimana 
KUHAP memberikan amanah Undang-Undang khususnya dalah hal 
perlindungan hukum tersangka kepada para aparat penegak hukum 
termasuk juga penyidik dalam melaksanakan dan mengeksesekusi 
tugasnya. Arnya tersangka tidak bisa ditindak semena-semena oleh oleh 
penyidik selama dalam masa penyidikan sebab tersangka juga memiliki 
hak yang diatur dalam HAM.
7
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B. Mengambil sumber dari Agus Raharjo, Angkasa, dan Hibnu Nugroho, 
dalam karyanya menerangkan tentang perlindungan hukum bagi tersangka 
yang diteliti dengan menggunakan pendekatakan “scientific investigation” 
guna mengetahui rekam jejak atau akar dari tindakan kekerasan yang 
dilakukan oleh para penyidik saat melakukan penyidikan.
8
 
C. Andi Kalsum, Baharuddin Badaru, Hamza Baharudin, “Efektivitas 
Penerapan Hak-Hak Tersangka/Terdakwa Dalam Proses Penyidikan 
Perkara Pidana Studi Di Kejaksaan Negeri Wajo”, Vol. 1 No.1, Juni 
2020. Rujukan ini berisi mengenai faktor-faktor yang dapat mempengaruhi 
efektivitas penerapan hak-hak seorang tersangka saat proses penyelidikan 
perkara pidana di Kejaksaan Negeri Wajo dan efektivitas penerapan hak-




D. Dippo Alam, yang mebahas mengenai adanya dugaan penganiayaan 
terhadap tersangka dalam proses penyidikan berisi mengenai pelanggaran 
penyidik dalam upaya memperoleh keterangan dari tersangka dan juga 
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F. Metode Penelitian 
A. Jenis Penelitian 
Penulis dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian Library 
Research atau kajian kepustakaan, yang artinya data didapatkan dari 
berbagai dokumen baik berupa buku, jurnal, karya ilmiah, dan sumber 
rujukan lain. Disebut sebagai penelitian kepustakaan karena penelitian ini 
lebih banyak menggunakan data sekunder. Penulis dalam penelitian ini 




B. Pendekatan Penelitian 
Penulis dalam dalam hal ini menggunakan hukum normatif. 
Artinya penulis melakukan kajian pustaka atau analisis data sekunder 
dalam mengumpulkan dan mendapatkan bahan penelitian.
12
 Menurut 
Peter Mahmud Marzuki yang memberikan statemen bahwa agar dapat 
menjawab persoalan hukum yang sedang dihadapi, maka dibutuhkan 
yang namanya proses menemukan suatu aturan hukum, doktrin, dan 
prinsip-prinsip hukum.
13
 Pada penelitian hukum jenis ini, biasanya dibuat 
sebuah konsep dalam bentuk tertulis berdasarkan ketentuan perundang-
undangan atau kaidah serta norma yang dijadikan sebagai patokan 
berperilaku manusia yang dianggap pantas.
14
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C. Sumber Data 
Penulis dalam penelitian ini menggunakan sumber data sekunder. 
Yang dimaksud dengan data sekunder adalah sekumpulan data yang 
dikumpulkan dan dikaji dengan cara kepustakaan. Data sekunder yang 
dikumpulkan dalam penelitian ini dijadikan sebagai data  primer yang 
dianalisis dan diolah lebih lanjut agar bisa disajikan dalam bentuk tulisan 
yang bisa dipertanggungjawabkan. Fungsi penggunaan data sekunder 
dalam penelitian ini adalah untuk memperoleh data awal sebagai sumber 
informasi, mendapatkan landasan teori hukum, batasan, arti, dan 
defenisi.
15
 Data sekunder dapat dikempokan ke dalam 2 (dua) kelompok 
yaitu:  
a. Data sekunder yang bersifat pribadi, dalam hal ini berarti 
sekumpulan dokumen/data pribadi yang disimpan pada suatu 
dilembaga tertentu. 
b.  Data sekunder yang bersifat publik, dalam hal ini berarti data 
resmi sebuah instansi pemerintah yang diarsipkan dan/atau data 
lainnya yang  dipublikasikan kepada halayak umum. 
Data sekunder dapat juga diperoleh dari berbagai literatur seperti buku-
buku, jurnal, internet, media cetak, portal berita, referensi lain atau bahan 
pustaka yang berkaitan dengan masalah penelitian. 
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D. Metode Pengumpulan Data   
Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data yang 
dapat membantu penulis dalam menganalisis serta merumuskan hasil 
penelitian. Adapun metode yang digunakan adalah kajian kepustakaan 
dengan penggunaan teknik berupa pengumpulan data yang kemudian 
dilanjutkan dengan  pengolahandata  dan diakhiri dengan menganalisis 
teori, pendapat, serta pokok-pokok pikiran suatu media, terlebih bahan 
rujukan seperti buku-buku yang menunjang penelitian.
16
 
Selain itu, dalam memperoleh data dari penulisan ini, penulis juga 
melakukan wawancara terhadap Anggota Polri dari Kepolisian Resort 
Brebes dan juga seorang Advokat untuk mencari informasi pendukung 
sebagai data tambahan dalam penulisan penelitian ini. 
E. Metode Analisis Data 
Penulis dalam hal ini menggunakan metode dengan analisis 
kualitatif. Dalam beberapa literatur dijelaskan bahwasanya kualitatif 
adalah data berupa informasi dalam kalimat verbal tidak dalam bentuk 
angka, simbol atau bilangan. Penggunaan kualitatif dilakukan dalam 






                                                          
16
 Sarwono,J., Pintar Menulis Karangan Ilmiah-Kunci Sukses Dalam Menulis Ilmiah, 
Yogyakarta: Penerbit Andi, 2010, hlm. 173. 
17





G. Sistematika Penulisan 
Penelitian yang memiliki judul“Tindakan Kekerasan Dalam Proses 
Penyidikan Kepolisian (Studi Kasus Sarpan, Saksi Pembunuhan Yang 
Dianiaya Penyidik Kepolisian Di Polsek Percut Sei Tuan, Medan)” di buat 
sistrmatika yang terurai kedalam 4 bab yang saling berkaitan satu sama 
lainnya yaitu:  
Bab I. Berisi Pendahuluan, di bab ini tertulis bagaimana latar belakang dari 
masalah yang akan diteliti, kemudian disusul dengan rumusan masalah, 
selanjutnya tujuan, manfaat, kajian pustaka, dan seterusnnya (metode 
penelitian) hingga yang terakhir sistematika penulisan. 
Bab II. Tinjauan Konseptual berisi tentang:  
a. Tugas serta wewenang Polri. 
b. Pengertian penyidikan. 
c. Pengaturan HAM tentang penyiksaan terhadap tersangka. 
d. Hak-hak tersangka dalam proses penyidikan 
Bab III. Hasil Penelitian dan Pembahasan dimana penulis akan 
memaparkan mengenai paparan rumusan masalah sesuai dengan 
permasalahan yang diangkat yaitu prosedur penyidikan Kepolisian 
dalam upaya memperoleh keterangan dari saksi maupun tersangka 
tanpa harus melakukan tindakan yang bersifat kekerasan dan 
perlindungan hukum bagi para saksi ataupun tersangka yang sering kali 





Bab IV. Penutup, pada bab ini penelitian yang ditulis oleh penulis diakhiri 
dengan kesimpulan serta saran dari penelitian ini ditulis/diteliti oleh 
penulis dituliskan dengan pendemostrasian sebuah tindakan kekerasan 






KAJIAN KONSEPTUAL  
A. Tugas  Serta Wewenang Polri dalam Penegakan Hukum 
Dalam melaksanakan tugasnya, Polisi selain memiliki amanah dalam 
menjaga keamanan dan kenyamanan dilingkungan masyarakat juga memiliki 
wewenang sebagaimana diatur dalam UU No. 2 Tahun 2002 Tentang 
Kepolisian. Dalam UU tersebut wewenang anggota Kepolisian dibentuk 
dalam beberapa pasal yang diantaranya Pasal  15 ayat 1 yang berisi mengenai 
“tugas dan wewenang Polri dari menerima laporan dan pengaduan dari 
masyarakat sampai dengan mengeluarkan peraturan Kepolisian dalam 
lingkup kewenangan administratif Kepolisian”.
18
 Kepolisian merupakan salah 
satu aparatur negara yang memiliki peran strategis untuk memelihara 
ketertiban dan keamanan dalam aktivitas masyarakat. tidak hanya itu, 
kepolisisan sudah seyogyanya memberikan penegaka hukum, perlindungan, 
pelayanan, serta pengayoman terhadap masyarakat sehhingga masyarakat 
dapat terpelihara keamanan juga kenyamanan menjalani hidup di negaranya. 
Dalam UU tentang Kepolisian ini, tugas pokok setiap anggota Polri yaitu: 
1. Pemeliharaan ketertiban dan keamanan bagi masyarakat. 
2. Penegakkan sebuah hukum. 
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3. Pemberian layanan seperti perlindungan, pengayoman dan lain-lain 
kepada masyarakat. 
Dalam proses Pidana, kewenangan Polisi diatur dalam Pasal 16 ayat 1. 
Pasal ini mengatur mulai dari kewenangan Polisi melakukan penangkapan, 
penahanan, penggeledahan sampai dengan menyerahkan berkas ke Penuntut 
Umum.  
B. Pengertian Penyidikan 
Secara definitif kata/identitas dari penyidikan memiliki makna sebagai 
rangkaian tindakan untuk mencari dan/atau mengumpulkan bukti atas tindak 
pidana yang hanya bisa dilakukan oleh pejabat penyidik sebagaimana 
instruksi dari Undang-Undang. Tidak hanya itu, penyidikan juga memiliki 
definisi atau istilah yang diartikan sebagai aparatur yang menjalankan tugas 
untuk menemukan rekam jejak dan menangkap pelaku yang tersangka atau 
terlibat dalam kasus tindak pidana. Pada proses penyelidikan tugas yang 
sedang dijalankan lebih ditekankan terhadap tindakan dalam sebuah kasus 
yang dirasa telah terjadi tindak pidana. Pada saat penyidikan, mencari serta 
mengumpulkan bukti-bukti dilakukan agar dapat menemukan intisari atau 
mengungkap siapa pelakunya.
19
 Penyidikan dalam KUHAP dalam Pasal 1 
ayat  2 memiliki definisi yang dapat diartikan sebagai sebuah tindakan yang 
hanya bisa dilakukan oleh seorang penyidik dan telah diatur dalam Undang-
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Undang guna memperoleh data dan bukti serta pelaku yang diduga menjadi 
tersangka dalam kasus tindak pidana. 
Penyidikan dalam proses peradilan pidana merupakan garda terdepan 
dalam mencari titik terang sebuah kasus tindak pidana. Tidak hanya sekedar 
mencari titik terang dalam kasus pidana, tetapi juga mencari kebenaran secara 
materiil dan bisa dipertanggungjawabkan secara fakta apa yang terjadi dan 
siapa pelakunya dari tindak pidana. Setelah penyidikan dilakukan dan 
berhasil menemukan bukti-bukti kuat dan mulai jelas peristiwa pidana yang 
terjadi maka selanjutnya tugas yang dilakukan oleh penyidik akan 
dilimpahkan kepada kepada jaksa penuntut umum agar bisa ditindaklanjuti 
dan diadili melalui jalur hukum (persidangan). Aparat penyidik dan 
penuntutan merupakan dua elemen yang keterkaitannya tidak bisa dipisahkan, 
sebab gagal/berhasilnya sebuah penyidikan dalam peradilan bergantung pada 
hasil penyidikan di Kepolisian. Artinya jika penyidikan yang dilakukan tidak 
dapat dipertahankan maka penuntutan juga tidak berhasil dilakukan. 
Penuntutan dalam Pasal 1 ayat 7 KUHAP dijelaskan bahwasanya 
penuntutan merupakan “tindakan yang oleh penuntut umum diberikan 
pelimpahan perkara pidana pada ranah pengadilan negeri berdasarkan cara 
yang telah diatur oleh Undang-undang” . dari pernyataan tersebut permintaan  
untuk dilakukannya pemeriksaan dan putusan hanya bisa dilakukan oleh 
hakim di sidang pengadilan”. Selanjutnya, pemeriksaan saksi pada tingkat ini, 
hakim memerintahkan penuntut umum untuk memanggil terdakwa dan saksi 





Muhammad memberikan pendapatnya bahwa penyidikan yang dilakukan dari 




1. Jenis serta pengkualifikasian tindak pidana  
Banyaknya prilaku tindak pidana yang terjadi di masyarakat, diperlukan 
adanya pengkualifikasian kasus sehingga dapat mengetahui bentuk tindak 
pidana apa yang akan dihadapi, dengan demikian maka bisa ditentukan 
pasal apa saja yang bisa dijeratkan terhadap tersangka. 
2. Waktu tindak pidana dilakukan 
Penyidik harus berhasil menemukan informasi kapan dan dimana 
kejadian kejahatan dari kasus pidana itu terjadi, tidak hanya itu penyidik 
harus mendaptkan informasi waktu terjadinya suatu kejahatan (pukul, 
tanggal, hari, bulan, tahun,). Hal tersebut dilakukan agar dapat 
memvalidkan data untuk dapat memberikan keyakinan dan bukti jika 
semisal tersangka memberikan alibi dari apa yang sudah diperbuat 
olehnya. 
3. Tempat terjadinya tindak pidana 
Salah satu alasan dari dilakukannya penyidikan adalah agar dapat 
mengetahui lokasi terjadinya tindak pidana, hal tersebut bertujuan untuk 
menemukan saksi atau segela hal yang bisa dijadikan alat bukti yang 
pernah digunakan oleh pelaku. 
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4. Dengan apa tindak pidana dilakukan 
Adanya alat-alat bukti yang digunakan tersangka dalam melancarkan aksi 
pidananya, maka penyidik perlu mencari dengan kahati-hatian terhadap 
alat bukti yang akan diajukan dipengadilan sebagai barang bukti yang 
dapat mendukung bahwa memang benar telah terjadi tindak pidana yang 
dilakukan oleh tersangka. 
5. Alasan dilakukan tindak pidana 
Guna mengetahui penyebab terjadinya tindak pidana, maka dibutuhkan 
tujuan/alasan mengapa tindak pidana bisa terjadi, dengan demikian maka 
hakim bisa mempertimbangkan hukuman apa yang akan diberikan 
terhadap tersangka. 
6. Pelaku tindak pidana 
Dari sekian uraian diatas hal terpenting dalam mengungkap kasus pidana 
adalah bisa mengetahui siapa pelaku yang telah melakukan kejatahan 
berupa tindak pidana. 
 
C. Pengaturan HAM Tentang Penyiksaan Terhadap Saksi dan Tersangka 
Proses penegakan hukum di Indonesia pastilah memiliki sistem yang 
saling bersimbiosis mutualisme. masing-masing mempunyai hak dan 
kewajiban yang harus dipenuhi, termasuk pula seorang saksi dan tersangka 
kasus pidana. Seorang saksi atau tersangka kasus pidana juga memiliki hak 
perlindungan terhadap keberadaan hargkat juga martabat manusia yang harus 





dan keamanan yang diberikan oleh negara secara maksimal atas suatu proses 
peradilan hukum yang adil. 
Sistem peradilan pidana dilaksanakan berdasarkan asas “proses 
hukum yang benar (the right due process of law) yang artinya segela bentuk 
penegakan hukum dari kasus tindak pidana harus diselaraskan dengan atas 
dasar konstitusional serta mematuhi hukum. Selanjutnya, prinsip “proses 
hukum (due process of law)” yang menentang adanya pelanggaran terhadap 
ketentuan hukum yang berlaku dapat terlaksana dengan baik, meskipun 
terdapat dalih berupa penegakkan bagian hukum yang lain. Artinya 
keseimbangan antara penegak hukum dan perlindungan HAM dari seseorang 
yang menjadi tersangka tindak pidana harus terjalin seiris dan selaras (tidak 
ada yang saling dirugikan).
21
 
Kedudukan saksi maupun tersangka dalam suatu peristiwa pidana 
merupakan sebuah subyek, dimana hak manusia yang memiliki harkat dan 
martabat harus diperhatikan dalam melakukan pemeriksaan. Tidak 
memandang baik itu tersangka atau saksi, hak-hak dari masing-masing 
keduanya tidak boleh dicederai oleh pihak manapun, sehigga tindakan 
sewenang-wenang tidak akan terjadi. Seorang saksi atau tersangka tidak dapat 
diperlakukan dengan seenak hati oleh aparat yang berwenang dalam rangka 
untuk memperoleh keterangan suatu peristiwa pidana. 
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Pada beberapa kasus dilapangan sering kali ditemukan bagaimana 
hak-hak saksi maupun terduga tersangka tidak diperhatikan oleh 
oknum/aparat penegak hukum. Seperti pelanggaran hak-hak saksi atau 
terduga tersangka yang sering terjadi di tingkat penyidikan yang antara lain 
yaitu: (1). Pihak keluarga tidak boleh menjenguk atau melihat saksi pada saat 
proses penyidikan. (2). Tidak diizinkannya penasehat hukum untuk 
mendampingi saksi dalam rangka memberikan keterangan kepada penyidik. 
(3). Mendapat kekerasan baik secara verbal maupun nonverbal (fisik) yang 
kerap dikakukan oleh penyidik Kepolisiaan kepada terperiksa, dan masih 
banyak lagi pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh oknum penyidik 
kepada terperiksa pada proses penyidikan berlangsung. 
Pengumpulan fakta-fakta dan bukti-bukti sebelum dilakukannya 
penyidikan lebih lanjut menjadi salah satu proses penyidikan yang menjadi 
tanggung jawab aparat penyidik dalam menjalankan tugasnya, hal tersebut 
dimaksudkan agar tindakan merendahkan harkat martabat manusia dapat 
dihindari atau bahkan dihilangkan dari proses penyidikan.
22
  
Memperhatikan hak-hak dari para saksi dan para tersangka sudah 
menjadi keharusan yang tidak boleh dilanggar oleh penyidik dalam proses 
penyidikan, hal tersebut sudah termaktub dalam Kitab Undang-undang 
Hukum Acara Pidana (KUHAP), serta wajib memperhatikan asas “Equality 
before the law”  atau  kesamaan dan/atau kesetaraan di hadapan hukum yang 
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artinya setiap orang tunduk pada peradilan hukum yang sama. Selain itu para 
penyidik juga harus mengedepankan yang namanya” asas praduga tak 
bersalah” yang tercantum dalam KUHAP ayat 3 Huruf C yang mengatakan 
bahwa:  
“Setiap orang yang ditangkap, disangka, dituntut dan ditahan, 
dihadapkan pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai 
adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan 
memperoleh kekuatan hukum tetap”.  
Tolib Effendi menyatakan bahwa salah satu cara untuk mengetahui 
seseorang tersebut telah melakukan sebuah tindakan kejahatan berupa tindak 
pidana maka dapat dilakukan dengan cara memahami makna dari kata 
“bersalah”. Artinya mencari tau mankna dari unsur kesalahan yang tidak 
kasat mata bahwa tersangka telah melakukan tindak pidana.
23
 Hal tersebut 
dilaksanakan agar dapat memaksimalkan hak-hak dari harkat martabatnya 
seseorang yang sedang diselidiki atau seorang saksi yang dimintai 
keterangan. Oleh karena itu menyelidiki kasus pidana merupakan salah satu 
tahap daripada penegakkan hukum pidana harus dilaksanakan atas dasar 
kepatuhan terhadap Undang-Undang yang berlaku. Hal itu sejalan dengan 
ketentuan dari Pasal 27 Ayat ke 1, bahwa “ tidak ada pengecualian terhadap 
subjek hukum dalam mendapatkan keadilan”. Pasal 28 D Ayat ke 1 
mengatakan bahwa “ setiap orang memiliki hak yang  sama untuk tetap 
                                                          
23
 Tolib Effendi, Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana: Perkembangan dan Pembaharuannya 





mendapatkan perlindungan, keadilan dan kepastian sebuah hukum ”. Pasal 28 
I Ayat ke 2 UUD 1945 juga menentukan bahwa “semua jiwa wajib 
diperlakukan sama tanpa adanya deskriminasi dalam memilih kebebasan” 
tidak hanya itu semua orang juga berhak mendapatkan perlindungan terhadap 
perlakuan yang bersifat diskriminatif itu tak terkecuali seorang 
tersangka/terdakwah.” 
Konvensi mengenai anti kata tindakan penyiksaan dan prilaku 
hukuman yang bersifat tidak manusiawi dan bahkan menjatuhkan martabat 
manusia, atau yang sudah familiar dengan istilah “Konvensi penentang 
penyiksaan” yang menjadi bagian dari HAM dan menempati posisi strategis 
untuk mengatur hak progresif di dalam Deklarasi Universal Hak Asasi 




Upaya untuk menjamin dan melindungi HAM  serta terbebas dari 
adanya penyiksaan menjadi suatu kewajiban yang mesti dipenuhi dan 
dilaksanakan oleh suatu negara tak terkecuali Indonesia yang merupakan 
“state obligation”. Dalam hal ini negara menjadi pelindung hukum utama 
yang memiliki peran dan pertanggungjawaban atas hak seseorang untuk 
mendapatkan perlindungan, penegakkan hukum yang adil, dan memajukan 
hak asasi manusia, setidaknya untuk negaranya masing-masing.
25
 Dalam 
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menjalankan “state obligation” tersebut, negara Indonesia telah menetapkan 
beberapa Perundang-undangan yang bertujuan untuk menjamin perlindungan 
terhadap hak bebas dari penyiksaan kepada tersangka atau saksi pada kasusus 
penyidikan tindak pidana. 
Bermuara dari pengrasifikasian sebuah Konvensi penentang 
penyiksaan UU No. 5 tahun 1998 tentang pengesahan yang dikenal dengan 
“Konvensi sangat menentang tindakan Penyiksaan, dan segala hal yang 
berbau kekejaman, tidak memiliki pri kemanusiaan, atau menjatuhkan harga 
diri manusia” dan disahkan pada Tanggal 28 September 1998.
26
 
Berlandasakan ayat 1 Pasal 33 No. 39 Tahun 1999 mengenai HAM, 
terdapat pasal yang membebaskan siapapun bisa terbebas dari prilaku 
kekerasa, penyiksaan dan lain-lain, kebebasan tersebut telah diatur dan 
dijamin. Eksistensi pasal yang bisa dijadikan landasan hukum untuk tidak 
mendapatkan tindakan kekerasan yaitu Setiap orang memiliki hak terbebas 
dari prilaku menyimpang seperti mendapatkan tindak kekerasan, paksaan, 
penyiksaan dan prilaku kejam  lainnya. Selanjutnya adalah agar terbebas dari 
dari penyiksaan, hal itu juga telah diatur dan dijamin secara langsung oleh 
konstitusi yaitu perbaikan UUD 1945 yang ke 2, berdasarkan ayat 2 Pasal 28 
G yang berisikan mengenai subtansi atas hak seseorang dalam mendapatkan 
kebebasan untuk tidak diperlakukan semena-mena dan mendapatkan 
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kekerasan tanpa dasar yang telah di sahkan oleh Undang-Undang, sebab 
derajat dan martabat manusia sama di hadapan hukum.
27
 
Jaminan yang diberikan negara melalui ratifikasi konvensi 
Internasional dan konstitusi bagi hak untuk mendapatkan kebebasan dari 
penyiksaan di Indonesia nyatanya hanya sebatas angin lalu saja, sebab dalam 
implementasinya belum terlalu efektif dalam melindungi hak tersebut, sebab 
masih ditemukan sejumlah praktik pelanggaran seperti banyaknya kasus-
kasus kekerasan berupa penyiksaan yang dilakukan oleh aparat penegak 
hukum terhadap tahanan atau tersangka bahkan juga dilakukan kepada 
terperiksa yang berstatus sebagai saksi dalam tindak pidana yang 
dilaksanakan oleh ognum tertentu atau aparat penegak hukum yang tidak 
bertanggungjawab dalam menangani suatu perkara. Berdasarkan hal tersebut, 
dapat dikatakan bahwa  masih ditemukan adanya prilaku penyiksaan kepada 
orang yang menjadi tersangka yang dilakukan oleh aparat penegak hukum itu 
sendiri. Kekerasan yang dilakukan sudah dianggap sebagai hal yang seolah-
olah telah terintegrasi dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. 
Fakta lapangan yang masih sering terjadi di Indonesia, disebabkan 
oleh beberapa faktor yaitu: (1). Lemahnya hukum berupa sanksi terhadap 
aparat yang melakukan kekerasan serta lemahnya pelaksanaan ketentuan yang 
termuat dalam konvensi menentang penyiksaan. (2). Tidak memadainya 
tindakan sebagai bentuk tanggungjawab para pelaku yang melakukan 
kekerasan. (3). Institusi penegak hukum yang dianggap oleh masyarakat 
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Dari poin yang sudah disebutkan sebelumnya mengenai faktor 
penyebab terjadinya tindakan penyiksaan yang terjadi di ruang lingkup 
peradilan di Indonesia, secara tidak langsung dalam hal ini khususnya 
institusi Kepolisian  sudah seharusnya bertindak profesional dalam 
melaksanakan tugas yang sudah diamanahi oleh negara. Mereka harus 
memahami dan menjalankan prinsip dan nilai-nilai HAM dengan terus 
mempelajari dan membekali para anggota Polisi terutama sebagai Penyidik 
Kepolisian dengan memberikan pengetahuan mengenai HAM yang  sesuai 
dengan harapan negara berdasarkan standar nasional maupun internasional.
29
 
Polisi harus berlaku adil dan tidak boleh menghakimi siapapun, sebab yang 
menentukan bersalah atau tidaknya seseorang adalah hakim. 
Didalam Pasal 52 Kitab Undang-undang pidana menyampaikan jika 
“keterangan secara bebas, berhak diberikan dan disampaikan oleh terdakwah 
pada kasus penyidikan dan peradilan,baik itu disampaikan terhadap penyidik 
atau hakim”. Senada dengan Pasal 117 KUHAP mengenai kebebasan bagi 
tersangka ataupun saksi untuk mengungkapkan keterangan yang benar tanpa 
adanya paksaan atau tekanan. Dari kedua pasal tersebut dapat kita garis 
bawahi bahwasanya makna “secara bebas” artinya seorang tersangka atau 
terperiksa berhak menyampaikan keterangan tanpa adanya perlakuan yang 
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membuat tersangka merasa tertekan, hal tersebut dimaksudkan agar 
pemeriksaan yang dilakukan oleh aparat bisa membuahkan hasil yang sesuai 
dengan fatka yang terjadi, apabila terperiksa merasa terancam dan berada 
dibawah tekanan, maka bisa jadi keterangan yang diberikan adalah 
keterangan yang tidak benar. Ketentuan ini dimaksudkan agar terperiksa yang 
menjadi saksi suatu peristiwa pidana dapat merasakan kenyamanan dalam 
memberikan kesaksian didepan para penyidik karena dengan kesaksian 
tersebut diharapkan dapat memberikan kejelasan kasus atau perkara yang 
sedang ditangani. 
D. Hak-hak Tersangka dalam Proses Penyidikan 
Definisi tersangka dalam KUHAP tercantum pada Bab I Pasal 1 angka 
14, yang menyatakan bahwa tersangka adalah “seseorang yang karena 
perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan yang patut 
diduga sebagai pelaku tindak pidana”. Para tersangka berhak mendapatkan 
perlindungan dari pada saat penyelidikanataupun penyidikan. 
Pengakuan hukum secara resmi telah dinyatakan oleh konstitusi dalam 
hal pemberian hak-hak para tersangka di Sistem Peradilan Pidana di 
Indonesia hal tersebut termuat dalam Pasal 50-68 Kitab Undang-Undang 
Hukum Acara Pidana. Adapun hak dari tersangka yang tercantum didalam 
KUHAP dapat dijelaskan sebagai berikut:
30
 
Pasal 50 Ayat (1), Pasal ini ditujukan untuk menghindari 
kemungkinan ketidak jelasan nasib atau masa depan seseorang yang menjadi 
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tersangka tindak pidana terutama khususnya seseorang yang dikenakan pasal 
penahanan jangan sampai tidak mendapat pemeriksaan dalam jangka waktu 
lama dan tidak segera mendapatkan kepastian hukum. Selain itu, peradilan 
secara cepat sederhana, dan biaya ringan bisa terlaksana dengan baik. Artinya 
segala proses peradilan haruslah dilaksanakan dengan cepat, dan diselesaikan 
sesegera mungkin dengan waktu yang singkat. Sederhana berarti peradilan 
dilakukan sesimpel mungkin, tidak bertele-tele dan biaya ringan berarti 
peradilan dilakukan dengan cara mengupayakan agar masyarakat dapat 
menjangkau biasa dalam berperkara.
31
 
Pasal 51 Huruf A, Maksud dari ayat ini yaitu dapat dimengerti oleh 
semua kalangan masyarakat yang menjadi tersangka tindak pidana yang telah 
diperbuat olehnya, maka terperiksa merasa mendapatkan jaminan untuk 
melakukan pembelaan dari apa yang telah dilakukan.  
Pasal 52, Ayat ini dimaksudkan agar pemeriksaan dapat mencapai 
sebuah capaian yang menghasilkan dari pada yang seharusnya maka dari itu 
wajib dilakukan pencegahan adanya tindakan semena-mena terhadap 
terperiksa. 
Pasal 53 Ayat 1 & 2, pasal ini digunakan agar dapat memberikan 
bantuan juru bahasa, sebab tidak semua tersangka ataupun terdakwa dapat 
memahami bahasa Indonesia yang baik dan benar. 
Pasal 54, Pasal ini bertujuan untuk pemberian hak atas tersangka 
untuk mendapatkan bantuan hukum selama dalam masa pemeriksaan. 
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Pasal 60, pasal ini ditujuan agar tersangka juga mendapatkan hak 
bertemu dengan keluarga yang melakukan kunjungan, hal ini berlaku juga 
bagi penangguhan dalam mendapatkan bantuan hukum. 
Pasal 66, Isi dari pasal ini berisikan kewajiban dari penuntut umum 
untuk mengajukan bukti, tak terkecuali juga pihak tersangka yang diberikan 
hak untuk memberikan bukti atau pembelaan hukum.  
Pasal 68, Menurut pasal ini terdakwah atau tersangka harus 
melakukan tindakan ganti yang oleh penuntut umum diajukan kepada 
pengadilan yang dalam hal ini memiliki wewenang untuk mengadili perkara 
tersebut. 
Berdasarkan beberapa pasal yang sudah disebutkan diatas, maka 
setiap orang yang menjadi tersangka/terdakwah berhak mendapatkan hak-hak 
berupa perlindungan dan jaminan yang diberikan oleh negara terhadap hak 






HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
A. Prosedur Penyidikan Kepolisian dalam Upaya Memperoleh Keterangan 
Dari Saksi Maupun Tersangka Tanpa Harus Adanya Tindakan-
Tindakan Kekerasan. 
Salah satu dari tugas utama seorang penyidik Kepolisian yaitu 
melakukan penyidikan terhadap tersangka,  guna mengetahui siapa yang 
sudah melakukan atau terlibat dalam tindak pidana, pencarian  data dan bukti-
bukti dilakukan untuk memberikan kejelasan dari apa yang telah dilakukan 
oleh tersangka. Demi tercapainya maksud tersebut, penyidik mengumpulkan 
segala informasi dan bukti serta fakta atau peristiwa tertentu. Adapun 
pengumpulan keterangan yang dilakukan oleh penyidik Kepolisian meliputi: 
1) Fakta-fakta mengenai terjadinya suatu peristiwa pidana. 
2) Data diri dari korban maupun tersangka. 
3) Tempat terjadinya tindak pidana (Locus Delicti). 
4) Bagaimana sebuah kejahatan dilakukan. 
5) Faktor pendorong serta niat (mens rea), dan tujuan pelaku melakukan 
tindak pidana. 
Seorang tersangka dapat diperiksa lebih lanjut setelah ditemukan fakta 
dan bukti  awal permulaan yang cukup yang mengarah pada perbuatan pidana 
yang dilakukannya. Bukti awal ini yang digunakan oleh seorang penyidik 





Pada saat proses penyidikan, penyidik harus pula memperhatikan asas-
asas yang berkaitan dengan hak asasi manusia, diantaranya yaitu: 
a. Asas praduga tak bersalah ayat 1 Pasal 18 UU No. 39 Tahun 1998 
Tentang HAM), asas ini memiliki arti bahwasaanya semua orang 
yang dijadikan sebagai tersangka ataupun terdakwa dan 
diharuskannya dilakukan penangkapan maka sebelum hakim 
memberikan putusan, seseorang tersebut wajib dianggap tidak 
bersalah. 
b. Asas persamaan hukum, asas ini mengandung arti yaitu 
memperlakukan hal yang sama terhadap setiap orang dan tidak 
melihat perbedaan. 
c. Hak memberi bantuan hukum, setiap orang yang terjerat perkara 
diranah hukum berhak untuk mendapatkan kesempatan dalam 
memperoleh bantuan hukum guna membela dieinya sendiri. 
d. Peradilan harus dilakukan dengan terbuka, cepat, sederhana, jujur 
serta tidak memihak pada golongan tertentu. 
e. Penangkapan, penyitaan, penggeledahan, dan penahanan, dilakukan 
atas dasar perintah dari Undang-undang kepada pihak yang 
berwewenang. 
Demi tercapainya sebuah hukum acara pidana, maka diperlukan 
pedoman atau petunjuk hukum terkait segala hal yang perlu dilakukan dan 
dijalankan oleh para penegak hukum dan para pihak yang memiliki 





sebagaiman termaktub dalam  UU Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang 
berisikan langkah-langkah secara sistematis dan terukur dalam tahap 
penyidikan oleh Kepolisian sebagai proses pertama yang harus dilalui 
sebelum pada akhirnya seseorang menerima vonis bersalah atau tidak dari 
Pengadilan. Rangkaian dari  peristiwa tindak pidana yang merupakan suatu 
proses dari berbagai  tindakan yang diamanatkan oleh Undang-undang kepada 
penyidik supaya menemukan titik terang akan terjadinya suatu tindak pidana. 
Pemeriksaan yang dilakukan oleh Kepolisian ditingkat Penyidikan pada 
dasarnya diatur dalam UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-
undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Nomor 13 Tahun  2006 tentang 
Perlindungan Saksi dan Korban. Selain itu ada juga UU No. 2 tahun 2002 
tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang pada dasarnya dalam 
Bab 5 UU tersebut mengamanatkan mengenai Pembinaan Profesi pada 
Kepolisian. Adapun turunan dalam UU Kepolisian tersebut diantaranyadalah 
kode etikk profesi kepolisian (Kapolri No.7 Tahun 2006), dan “Implementasi 
Prinsip dari Standar HAM dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara 
Republik Indonesia” (Perkap 8/2009) yang termuat dalam  Peraturan Kapolri 
No.8 Tahun 2009.  
Didalam Perkap No.7 Tahun 2006, khususnya pada Pasal 7 telah 
teruraikan bahwa “Anggota Kepolisian haruslah mencegah dan menghindari 









1. Bebicara dengan menggunakan kata kasar dan dana penuh 
kemarahan. 
2. Mencari-cari kesalahan masyarakat. 
3. Menyalahi dari prosedur tugas. 
4. Menyebarkan berita yang membuat masyarakat resah. 
5. Mempersulit tindakan penolongan bagi masyarakat yang 
membutuhkan. 
6. Melakukan perbuatan yang menjatuhkan martabat perempuan. 
7. Menjatuhkan harga diri manusia. 
8. Melakukan tindakan yang menelantarkan anak-anak dibawah umur. 
Hal senada juga ada pada Perkap No.8 Tahun 2009 Pasal 11 Ayat 1 telah 




1. Penangkapan yang sewenang-wenang tanpa berdasarkan hukum 
2. Pelecehan dan/atau kekerasan terhadap tahanan atau tersangka. 
3. Penyiksaan tahanan atau terhadap orang yang disangka telah atau 
hanya diduga terlibat dalam kejahatan. 
4. Perlakuan kurang  manusiawi. 
5. Korupsi dan/atau menerima suap. 
6. Perlakuan tidak manusiawi terhadap saksi ataupun pelapor.  
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7. Menghalangi proses peradilan . 
8. Melakukan kekerasan fisik tanpa landasan hukum (corporal 
punishment). 
9. Menggeledah dan/atau menyita tidak berdasarkan hukum. 
10. Menggunakan senjata api secara berlebihan. 
Sedangkan dalam rangka upaya penyelidikan, Peraturan Kapolri No 8 
Tahun 2009 khususnya pada Pasal 13 Ayat (1) mengatur secara rinci hal-hal 
yang dilarang oleh setiap anggota Polri yaitu:
34
 
1. Melakukan intimidasi, yang mengancam, meyiksa, dan dapat 
menggangu fisik, psikis demi mendapatkan keterangan atau 
pengakuan. 
2. Membocorkan rahasia orang yang berperkara. 
3. Menghasut seseorang melakukan tindak kekerasan. 
4. Merekayasa laporan dengan cara memutar balikkan fakta. 
5. Memanipulasi data yang disampaikan dalam laporan hasil 
penyelidikan. 
6. Melakukan tindakan atas dasar agar mendapatkan imbalan dari pihak 
yang sedang berperkara. 
Dari beberapa aturan yang sudah disebutkan diatas, kita dapat melihat 
mengenai apa saja hal-hal yang dilarang untuk dilakukan anggota Kepolisian 
dalam menangani suatu perkara, selain yang sudah dijelaskan sebelumnya, tugas 
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pokok Institusi Kepolisian lainnya adalah yaitu menegakkan hukum yang terjadi 
khususnya pada kasus pidana atau “enforcing the criminal law”. Sebagai salah 
satu bagian dari aparatur negara Polri memiliki kewajiban untuk melaksanakan  
dan menjalankan amanah yang sudah diberikan oleh negara yakni mejaga dan 
memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat Indonesia. Hal tersebut 
dapat dibuktikan dengan cara melihat bagaimana seorang Polri menyelesaikan 
kasus kekerasan atau tindak pidana yang terjadi ditengah masyarakat tanpa harus 
menciderai hukum yang ada. Artinya Polri dapat menjalankan tugasnya dengan 
baik tanpa adanya kekerasan pada siapapun khususnya tersangka yang sedang 
menjalani proses penyidikan. Pada satu sisi polri dituntut untuk bertindak sebagai 
“service oriented task” yaitu lebih berorientasi pada pelayanan, namun disisi lain 
Polri harus dihadapkan dengan kondisi yang bersifat “law oriented task” yaitu 
menekankan pada aturan-aturan hukum yang berlaku. 
Kedua tugas dari seorang polri sejatinya saling berhubungan satu sama 
lain namun keduanya memiliki cara penyelesaian yang berbeda, sebab di aparat 
dalam posisi melindungi masyarakat dihadapkan pada bagaimana pelaksanaan 
tugas penyidikan bisa berjalan dengan baik dan aman, baik itu pemeriksaan saksi 
maupun tersangka tidak hanya itu Polri juga juga harus melayani masyarakat 
dengan ramah, sabar, dan sopan, namun dalam posisi melakukan penyidikan 
seorang Polri dihadapkan pada hal-hal yang mengarah terhadap 





tidak mau Polri harus bersikap tegas, tangkas dan cepat, agar pelaku segera 
diketahui dan bisa diadili melalui jalur hukum suatu tindak pidana.
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Dari kebiasaan tegas dan cepat itulah yang mungkin menjadi salah satu 
faktor sering terjadinya penyalahgunaan kekuasaan yang melibatkan anggota 
Polri. Penyidik Kepolisian yang melakukan kekerasan baik secara verbal maupun 
fisik kepada terperiksa dalam upaya untuk memperoleh keterangan dari suatu 
perbuatan pidana. Apalagi suatu tindak pidana yang hanya melibatkan seorang 
saksi dalam pembuktian, Penyidik pastinya akan berusaha lebih keras guna 
memperoleh titik terang atas suatu peristiwa tersebut.  
Keterangan diatas telah menyalahi ketentuan ayat 2 Pasal 28 UUD 1945 
yang menyatakan jika perbuatan dari tindakan deskriminatif harus dihilangkan 
dimuka bumi ini, agar setiap orang mendapatkan perlakukan yang sama serta 
mendapat perlindungan yang sama pula. Dari pengertian tersebut, dapat diambil 
benang merah bahwasanya perlakuan diskriminatif merupakan persoalan yang 
sangat penting untuk diperhatikan dan dihilangkan dalam rangka pelayanan 
umum, agar dapat memenuhi masing-masing hak serta kewajiban dari setiap 
warga negara sebagaimana telah tertuang pada Undang-undang Dasar 1945. 
Konstitusi memberikan wewenang kepada Lembaga Kepolisian penegakan 
hukum dapat dilakukan dengan berbagai macam cara atau solusi baik yang 
bersifat “pre-emptif” ataupun  “represif”  (pemaksaan dan penindakan). Dalam 
posisi penerapan hukum, seorang polisi harus cenderung represif agar  tugas 
seorang Polisi yang erat kaitannya dengan penggunaan kekerasan dalam upaya 
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mengatasi hambatan proses penyidikan dan agar bisa dengan mudah mendapatkan 
pengakuan dari terperiksa dapat berjalan dengan baik, namun perlu digaris bawahi 
bahwa kekerasan disini bukan berarti dilakukan semena-mena akan tetapi harus 
tetap berada dibawah pengawasan hukum.  
Didalam pelaksanaan peraturan Perundang-undangan ataupun konstitusi 
dan konvensi mengenai penindak lanjutan tindakan diskriminasi, nampaknya 
belum terealisasi dengan baik, meskipun isi dari konstitusi sudah sangat jelas 
adanya larangan diskriminasi dalam bentuk dan alasan apapun, namun dalam 
kenyataanya masih banyak praktik-praktik penyiksaan yang dilakukan aparat 
penegak hukum dalam menjalankan tugasnya. Kurangnya komitmen dari lembaga 
Kepolisian untuk dapat menjalankan menjalankan ketentuan yang berlaku tersebut 
menjadi sedikit terhambat, sehingga terlihat seakan  keikutsertaan Indonesia 
dalam meratifikasi hukum Internasional yang berkaitan dengan human rights 
hanya untuk menunjukan bahwa negara ini peduli dalam penghapusan 
permasalahan hak asasi manusia dimata internasional, namun pada kenyataannya 
dilapangan perlakuan pelanggaran HAM masih terus terjadi. 
Dengan diratifikasinya Konvensi Menentang Penyiksaan oleh Pemerintah 
Indonesia, hal ini seharusnya menjadi faktor pendorong yang sangat penting untuk 
menghilangkan segala perlakuan penindasan dan kekerasan di Indonesia dalam 
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1. Pencegahan penyiksaan dapat dilakukan dengan adanya komitmen yang 
lebih nyata. 
2. Kitab UU yang digunakah haruslah sesuai dengan isi konvensi. 
3. Pemadanan legitimasi hukum akan lebih mampu untuk mencegah, dan 
mengatasi tindakan kekerasan yang sering disalah gunakan oleh pihak 
yang berwewenang. 
4. Pelaksanaan secara multilateral mampu mengatasi penyiksaan yang 
terjadi. 
5. Kewenangan komite diakui oleh Indonesia terkait penyiksaan PBB 
pada tingkat tertentu. 
Aparat kepolisian yang dianggap sebagai pilar utama dalam Sistem 
Peradilan Pidana tentu mempunyai wewenang untuk mengambil sikap atau 
tindakan yang bisa saja berlawanan dengan HAM, namun perlu digaris bawahi 
bahwa tindakan yang demikian hanya bisa dilakukan apabila berada pada situasi 
yang mewajibkan aparat melakukan kekerasan, seperti terjadinya pemberontakan 
dan penyerangan. Dengan kata lain, sebetulnya seorang Penyidik dibolehkan 
memberikan tindakan kekerasan dalam rangka sebagai bentuk strategi dari proses 
penyidikan. Tindakan kekerasan inipun tidak boleh sampai melewati batas yang 
dapat menyebabkan matinya terperiksa, kecuali jika terperiksa melakukan hal-hal 
yang dapat mengancam keselamatan penyidik itu sendiri.  
Kekerasan dalam keadaan mendesak sebagaimana ilustrasi diatas, 
diperbolehkan dan sah dilakukan. Namun pada fakta lapangan di masyarakat  





berdaya dan bahkan tidak ada gerak-gerik sedikitpun yang dapat mengancam 
keselamatan polisi atau penyidik. Hal-hal seperti ini yang membuat Lembaga 
Kepolisian terkesan melanggar aturan yang dibuatnya sendiri. Sebagai contoh 
pada Peraturan Kapolri No. 7 Tahun 2006, pada poin ke 8 “setiap anggota 
Kepolisian dilarang merendahkan harkat dan martabat manusia”, lain dari pada 
teori, fakta lapangan dari kasus penyiksaan yang dilakukan oleh anggota 
Kepolisian masih marak terjadi sampai saat ini 
Sebagai salah satu contoh kasus yang belakangan ini kerap menjadi keresahan 
masyarakat  yaitu kasus Sarpan, kuli bangunan di Medan yang menjadi saksi 
tunggal dalam kasus pembunuhan yang terjadi di Jalan Sidomulyo, Gang Gelatik 
Desa Sei Rotan, Kecamatan Percut Sei Tuan Medan, pria yang sehari-hari bekerja 
sebagai kuli bangunan itu diperiksa Polisi dengan status sebagai saksi pada 
peristiwa pembunuhan tersebut, namun pada saat tiba di Polsek Percut Sei Tuan, 
ia mendapat perlakuan intimidasi dan tidak manusiawi, Sarpan mengaku dipukul 
bertubi-tubi selama ia didalam tahanan Polsek. Dia juga mengaku di setrum. 
“Setelah itu, dari belakang terdapat sejumlah orang yang menutup mata dan mulut 
saya, kemudian langsung melakukan kekerasan dibagian dada dan perut, tidak 
hanya itu, sejumlah orang tersebut juga menginjak-nginjak saya”, jelas Sarpan di 
depan awak media. 
Atas peristiwa tersebut, Sarpan mengaku tidak bisa berbuat lebih karena dia 
menyatakan tidak tahu-menahu mengapa dirinya disiksa. Walaupun pada akhirnya 





pembebasannya di depan Mapolsek Percut Sei Tuan dalam keadaan lebam pada 
sebagian wajah, dada dan punggung akibat dari penganiayaan yang dialaminya.
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Terkait kasus yang menimpa Sarpan ini, sangat disayangkan hanya berakhir 
dengan kata damai, Sarpan mencabut laporan pengaduan yang dilayangkan 
terhadap anggota Penyidik Polsek Percut Sei Tuan dan sepakat menjalin 
persahabatan dan persaudaraan ke depan apabila Sarpan ada kesulitan setiap saat 
bisa menghubungi Kepolisian. Selain itu Kepolisian juga memberi santunan 
sebesar Rp. 120 juta sebagai bentuk simpati dan permintaan maaf.
38
 Dan untuk 
oknum aparat yang melakukan penganiayaan terhadap Sarpan hanya mendapat 
sanksi kode etik Kepolisian berupa mutasi tanpa menjalani proses peradilan 
pidana. 
Dari kasus tersebut kita dapat mengetahui betapa rendahnya kualitas penegak 
hukum kita yang mana seharusnya menjadi pelindung dan pengayom masyarakat 
malah menjadi lembaga yang ditakuti masyarakat. Cara penyidik mencari bukti 
dengan kekerasan merupakan tindakan yang sangat fatal, cara tersebut termasuk 
kedalam cara yang konvensional, karena hanya berpatokan terhadap pengakuan 
untuk menjalankan KUHAP yaitu minimal dua alat bukti, salah satunya 
keterangan saksi. 
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Penyiksaan oleh penyidik dengan latar belakang untuk mendapat 
pengakuan dari terperiksa mencerminkan betapa pengetahuan dan pemahaman 
dari aparat Kepolisian masih sangat kurang dan memerlukan edukasi atau teguran 
berupa sanksi terhadap pelanggaran hukum acara pidana. Praktek penyiksaan juga 
semakin diperparah dengan lemahnya kemampuan Kepolisian dalam mengungkap 
dugaan tindak pidana.
39
 Hal ini berdampak terhadap sering terjadinya penyiksaan 
yang merupakan bentuk dari sikap yang kurang profesional dari aparat penegak 
hukum yang tidak mematuhi dan tunduk terhadap prosedur hukum dan hak asasi 
manusia. 
Selain didasarkan sepenuhnya pada ketentuan-ketentuan yang terdapat di 
dalam KUHAP, penyidik dalam menjalankan kewajibannya juga dibatasi oleh 
nilai-nilai kemanusiaan yang ada dalam diri tersangka yang diuji atau dicurigai, 
dan norma-norma atau peraturan-peraturan yang mengikuti secara internal di 
dalam organisasinya sendiri. Karena kewajiban dan sifat penyidik yang rumit, 
tidak menutup kemungkinan akan terjadi suatu pelanggaran terhadap peraturan 
perundang-undangan pidana yang membentuk gagasan pelunasan kewajiban dan 
norma-norma batin yang membentuk gagasan perilaku penyidik. Salah satu 
pelanggaran yang sering terjadi adalah kekerasan dalam proses penyidikan 
Menurut Reksodiputro, kewenangan Polri untuk menggunakan kekerasan 
(dalam arti “pemaksaan” dan bukan “kekerasan”) sebagai tindakan pemaksaan 
merupakan bagian penting dan inti dari peran Polri sebagai upaya pemberantasan 
kejahatan, namun tetap dalam hukum dan bisa dimintai pertanggungjawaban. 
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Permasalahan yang kerap mangambil perhatian sebab dapat merusak citra Polri 
adalah penggunaan kekerasan yang melampaui kebutuhan (unnecessary use) dan 
seringkali melampaui batas kewajaran (excessive and brutal use) terhadap 
terperiksa yang berada di bawah pengawasan penyidik Polri.
 
Faktor-faktor yang tidak terkait dengan pembuktian juga memicu 
penyiksaan. Unsur-unsur tersebut dikaitkan dengan kekerasan yang telah 
membudaya. Dalam praktiknya, terperiksa atau tersangka tetap diposisikan 
sebagai barang dalam pemeriksaan dan alat pelepas amarah, ketidaksabaran, dan 
kekesalan melalui penyidik polisi. Penyiksaan dalam tata cara penegakan 
peraturan tidak terus-menerus terutama didasarkan sepenuhnya pada alasan 
penerapan peraturan tersebut. Dalam hal ini, suasana operasi, keadaan intelektual 
penyidik dan perhatian penjara juga berdampak pada praktik penyiksaan. 
Prilaku menyimpang yang dilakukan oleh aparatur polisi pada dasarnya 
dilatar belakangi  oleh ketidak sadaran batas dari wewenang yang diberikan dan 
bisa dilakukan. Wewenang yang dimaksudkan disini adalah tanggung jawab 
moral untuk tegaknya hukum di Indonesia. Pendekatan interogasi yang humanis 
guna memperoleh keterangan dari saksi merupakan salah satu cara dalam 
memberikan perlindungan hukum kepada saksi atau terduga pelaku tindak pidana 




Kekerasan itu sendiri adalah perlakuan menyimpang yang mengakibatkan 
luka dan melukai orang lain. Kekerasan memiliki arti yang identik dengan 
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persekusi, yaitu suatu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk 
menimbulkan rasa sakit bahkan cidera atau luka pada tubuh orang lain.
41
 
Lalu pengertian lain mengenai kekerasan yaitu merujuk pada 
perbuatan/tindakan yang bertentangan dengan Undang-undang, baik berupa 
tindakan langsung atau melalui ancaman saja namun berdampak terhadap akibat-
akibat kerusakan terhadap harta benda atau fisik seseorang.
42
 
Pada tingkat penyidikan, interogasi merupakan salah satu proses penting 
yang dilakukan penyidik kepada terperiksa atau terduga tersangka. Tujuan 
dilakukannya interogasi yaitu untuk memperoleh keterangan mengenai suatu 
tindak pidana. Tidak jarang pada saat proses interogasi disertai dengan tindak 
kekerasan yang dilakukan oleh oknum penyidik. Teknik interogasi semacam ini 
termasuk kedalam komunikasi koersif yang menjadi bagian dari salah satu teknik 
komunikasi. Keanekaragaman karakter dari masing-masing individu membuat 
penyidik harus menggunakan berbagai macam cara pendekatan dalam 
menginterogasi terperiksa. 
 
 Hasil Wawancara 
Dalam wawancara yang dilakukan oleh penulis terhadap salah satu 
anggota Kepolisian dari Polres Brebes yang tidak berkenan namanya disebut 
dalam penelitian ini dan sudah lama bertugas dilingkungan Kepolisian  
mengatakan bahwa memang perbuatan-perbuatan semacam kekerasan kerap 
terjadi dilingkungan Kepolisian dalam proses penyidikan, apalagi tersangka 
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dengan kasus seperti Pencabulan, pembunuhan atau pencurian dengan kekerasan 
apalagi residivis yang sering keluar masuk penjara, tersangka yang seperti ini 
yang membuat penyidik tidak segan-segan melakukan kekerasan agar mendapat 
pengakuan dari apa yang ia perbuat, tidak hanya itu kekerasan yang dilakukan 
penyidik juga bertujuan agar si tersangka juga merasakan penderitaan korban dari 
apa yang sudah diperbuatnya sekaligus agar menimbulkan efek jera terhadap 
tersangka. Selain itu, terkadang penyidik melakukan kekerasan hanya dengan 
tersangka yang memiliki status sosial yang rendah,  jarang sekali orang-orang 
dengan status sosial yang tinggi mengalami kekerasan pada proses penyidikan.   
Dari keterangan tersebut sudah bisa dijelaskan bahwa praktik kekerasan 
yang terjadi di lingkup Kepolisian bukan merupakan hal yang tabu, perbuatan 
yang semacam itu bisa dikatakan merupakan hal yang lumrah jika bicara 
mengenai proses pemeriksaan yang dilakukan penyidik terhadap tersangka.  
Selanjutnya ketika narasumber ditanya mengenai perbuatan apa saja yang 
dilakukan penyidik terhadap tersangka sehingga terjadi kekerasan, ia menjawab 
bahwa kekerasan yang dilakukan masih dalam batas kewajaran seperti membentak 
dan melakukan kontak fisik kecil. Tetapi adakalanya penyidik melakukan 
kekerasan secara kasar terhadap tersangka jika si tersangka berbelit-belit dalam 
memberikan keterangannya dihadapan penyidik, kekerasan tersebut bisa dalam 
bentuk pukulan yang mengarah ke bagian vital, ditampar berulang kali, diinjak, 
bahkan sampai disetrum. Hal tersebut dilakukan agar menimbulkan efek yang 





Lalu saat penulis menyinggung mengenai reaksi dari masyarakat yang 
mempertanyakan mengapa setelah pemeriksaan tersangka mengalami banyak luka 
ditubuhnya, narasumber menjawab bahwa penyidik akan memberikan berbagai 
alasan agar menutupi kekerasan yang dilakukan oleh penyidik itu sendiri. Alasan 
yang sering dikeluarkan yaitu tersangka berkelahi dengan tahanan lain atau 
tersangka melawan petugas pada saat pemeriksaan jadi penyidik harus mengambil 
sikap tegas terukur.  
Hal senada yang disebutkan sebelumnya juga disampaikan oleh 
narasumber kedua yang penulis dapatkan yaitu Bapak Purwanto S.H, seorang 
advokat yang membuka praktek advokasinya di wilayah Wanasari, Kabupaten 
Brebes. Bapak Purwanto S.H tidak memungkiri bahwa kekerasan pada saat 
pemeriksaan itu memang ada dan masih terus berjalan sampai saat ini, apalagi jika 
tersangka tidak didampingi oleh Pengacara selama proses pemeriksaan 
berlangsung. Ia berpendapat bahwa untuk menghentikan praktik kekerasan yang 
sudah turun temurun tersebut, tidak cukup hanya dengan sanksi disiplin saja. 
Narasumber mengatakan bahwa jika didalam pemeriksaan yang dilakukan oleh 
Kesatuan yang mengawasi tugas dari setiap anggota Kepolisian (dalam hal ini 
adalah Divisi Propam) ditemukan adanya tindak pidana, maka bukan hanya sanksi 
disiplin ataupun sanksi kode etik saja yang diterapkan, melainkan dapat juga 
dilaporkan untuk selanjutnya diproses pidana. Lalu narasumber menambahkan 
jika korban juga dapat melaporkan tindakan kekerasan yang dialaminya kepada 
Komisi Kepolisian Nasional (KOMPOLNAS). Selain itu, ia juga beranggapan 





Kepolisian, mulai saat ini Pemerintah juga perlu membentuk lembaga lain diluar 
lingkup Kepolisian yang bersifat netral supaya dapat menjadi pihak yang bisa 
menilai sah atau tidaknya pemeriksaan yang dilakukan oleh aparat Kepolisian.  
Kekerasan harus segera dihentikan, karena dapat menampakkan tingkat 
profesionalitas Kepolisian yang rendah dan juga dapat menunjukan hal-hal yang 
berlawanan dengan citra Polisi yaitu ramah dan bersahabat dengan masyarakat. 
Lalu ketika penulis bertanya mengenai kasus yang ada di Medan yaitu 
kasus Sarpan, saksi pembunuhan yang disiksa penyidik Kepolisian, ia mengaku 
sudah mendengar berita tersebut dan ia tidak merasa kaget, dikarenakan hal-hal 
tersebut sudah sering terjadi di Lingkup Kepolisian, ia mengatakan jangankan 
penyidikan yang prosesnya diruangan tertutup, di tempat umum dan banyak 
orangpun tidak jarang Polisi melakukan kekerasan, sebagai contoh ketika Polisi 
membubarkan aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh Mahasiswa diberbagai daerah 
beberapa waktu lalu, banyak berita-berita dan video yang tersebar luas yang 
menunjukkan perilaku tidak manusiawi yang dilakukan aparat Kepolisian, bahkan 
ada disuatu daerah dimana Polisi membubarkan peserta unjuk rasa dengan 
menggunakan peluru tajam sampai merengut nyawa Mahasiswa.  
Penyimpangan yang dilakukan aparat Kepolisian yang sudah dituliskan 
sebelumnya merupakan deskripsi umum mengenai perilaku Polisi yang tidak 
selaras dengan apa yang harus menjadi tanggungjawabnya. Bisa dikatakan bahwa 
perilaku kekerasan yang dilakukan oleh Polisi merupakan suatu perbuatan yang 






Jika dilihat dari aturan yang ada dan dibandingkan dengan fakta yang 
terjadi dilapangan yang sudah dijelaskan para narasumber sebelumnya, bisa 
ditarik benang merah bahwa Polisi dalam menjalankan tugasnya tidak selalu 
didasarkan dengan ketentuan Undang-undang. Banyak perbuatan-perbuatan yang 
melenceng dari apa yang seharusnya menjadi tugas dan wewenangnya. Dalam hal 
ini mengenai proses penyidikan, jika sesuai dengan aturan yang ada yang sudah 
dijelaskan sebelumnya, penyidik tidak boleh melakukan tindakan-tindakan yang 
merendahkan harkat dan martabat sesama makhluk hidup, tetapi pada 
kenyataannya banyak sekali tindakan-tindakan diluar nalar yang dilakukan oleh 
aparat dan menjadikannya sebagai hal yang lumrah didalam setiap proses 
Peradilan. 
Polisi dalam hal ini khususnya Penyidik Kepolisian tidak dapat 
menjalankan apa yang dirumuskan didalam aturan yang lembaga mereka buat 
sendiri yaitu Peraturan Kapolri No 8 Tahun 2009, yang berisikan mengenai setiap 
anggota dilarang melakukan intimidasi, melakukan kekerasan yang dapat 
mengganggu fisik dan psikis demi mendapatkan pengakuan dari terperiksa. 
Berkaca dari hal tersebut, tidak heran jika kepercayaan masyarakat terhadap 
sistem peradilan di Indonesia sangatlah rendah. 
Menurut Dr. Sri Waljinah S.pd, S.H, M.Hum dalam artikelnya yang 
berjudul “Studi Interogasi Proses Penyidikan Perkara Pidana”, kepentingan 
penyidik pada saat proses interogasi yaitu memperoleh informasi yang akurat, 





mendorong penyidik harus menggunakan beberapa pendekatan guna lancarnya 
proses penyidikan.  
Pendekatan pertama adalah dengan menggunakan pendekatan yang baik, 
khususnya pemeriksaan yang tidak memakan waktu lama, bahasa yang mudah 
diketahui dan dapat mengarahkan penyidik atau tersangka pelaku untuk 
memberikan siaran pers sejelas mungkin. 
Kedua, menggunakan pendekatan simpatik yaitu dengan bersikap ramah, 
sopan, dan penyidik tidak menakut-nakuti tersangka atau pelaku, sehingga 
memberikan data yang jelas tanpa merasa takut dan trauma. 
Ketiga, pendekatan humanis, yaitu penyidik harus sangat berdedikasi dan 
secara bersama-sama menguasai berbagai ilmu yang berkaitan dengan psikologi, 
psikiatri, sosiologi, pedagogi, ilmu sosial dan bahasa.  
Keempat, pendekatan ilmu humanistik, khususnya dengan cara pandang 
atau tindakan yang layak seperti: kehangatan, simpati, kenyamanan, kehormatan, 
dan penerimaan yang terlihat dalam kebutuhan akan kehangatan hati yang 
memungkinkan diri untuk bebas dari ancaman, sehingga membuka diri terhadap 
orang lain. 
Kelima, pendekatan great relationship, yaitu perlakuan yang baik yang 
dapat memfasilitasi metode keterbukaan setiap individu mengenai pengalaman-
pengalaman yang ia ketahui tanpa menghakimi sehingga dapat mengungkapkan 
suatu peristiwa dengan nyaman. 
Penyidik harus dibekali dengan teknik penyidikan yang efektif dan 





diantaranya yaitu: (1). Kualitas, yaitu dapat membangun hubungan baik dengan 
terperiksa atau terduga tersangka. (2). Kemampuan mendengarkan, yaitu aktif, 
empati, sikap adil, menjaga integritas, menjaga rasa hormat pada terperiksa agar 
mampu menyampaikan secara bebas, menanggapi dan memberi jawaban yang 
tepat dan lebih teliti guna mengingat kembali peristiwa yang sebenarnya terjadi, 
dan; (3). Berempati, yaitu menunjukan rasa belas kasih dengan tetap 
mempertahankan bahasa tubuh dan kontak mata yang baik terbuka, dan 
















B. Perlindungan Hukum yang Dapat Diberikan Terhadap Saksi dan 
Tersangka Yang Menjadi Korban Atas Tindakan-Tindakan Kekerasan 
Yang Dilakukan Oleh Penyidik Kepolisian. 
Pada saat proses pemeriksaan perkara pidana, keberadaan seorang saksi 
sangatlah diperlukan. Bahkan keterangan seorang saksi dapat menjadi 
penyelidikan awal dalam pemecahan kasus pidana. Keterangan seorang saksi 
tentunya harus disertai dengan jaminan bahwa yang bersangkutan terbebas dari 
rasa takut pada saat proses peradillan.  
Selama ini saksi dalam peradilan pidana tidak terlalu diperhatikan oleh 
aparat penegak hukum. Sehingga tak banyak orang yang bersedia mengambil 
resiko untuk melaporkan sutu kejadian dan bersedia sebagai saksi peristiwa 
pidana jika dirinya tidak mendapat perlindungan hukum. Terdapat beberapa 
pengertian mengenai perlindungan hukum oleh para ahli, diantaranya:
43
 
a. Menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum merupakan upaya yang 
bersifat mengayomi dan  memberikan hak asasi manusia kepada 
seseorang yang merasa dirinya telah dirugikan, perlindungan hukum 
ditujukan bagi masyarakat agar dapat merasakan semua hak-hak yang 
diberikan oleh hukum. 
b. Menurut CST Kansil, perlindungan hukum berarti upaya dari penegak 
hukum untuk melahirkan rasa aman bagi masyarakat, baik aman dalam 
pikiran maupun fisik. 
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c. Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum adalah upaya dalam 
menghapus kesewenangan tindakan terhadap seorang terdakwa yang 
seharusnya mendapatkan perlindungan atas harkat dan martabatnya 
sebagai subjek hukum. 
Perlindungan hukum dalam arti konkrit berarti negara memiliki kewajiban 
untuk mewujudkan apa yang abstrak menjadi konkrit. Negara tidak bisa diam saja 
dalam memberikan jaminan keselamatan bagi tersangka pada saat proses 
peradilan agar bisa mewujudkan hukum yang adil. 
Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang HAM pada Pasal 5 
menegaskan bahwa  “setiap orang diakui sebagai manusia pribadi yang berhak 
menuntut dan memperoleh perlakuan serta perlindungan yang sama sesuai 
dengan martabat kemanusiaannya didepan hukum, dan setiap orang berhak 
mendapat bantuan dan perlindungan yang adil dari pengadilan yang objektif dan 
tidak berpihak”.  
Sebagai intepretasi dari hak-hak dasar yang sudah disebutkan diatas, 




1. Hak agar bisa dilakukan pemeriksaan melalui cara yang cepat, biaya 
ringan dan sederhana. Pasal 50 KUHAP mempertegas terkait tumpuan 
hak yang sah menurut Undang-undang yaitu sesegera mungkin 
tersangka harus dilakukan pemeriksaan, penyelidikan dan lain 
                                                          
44
 Agus Raharho, et al, Rule Breaking Dalam Penyidikan Untuk Menghindari Kekerasan 





semacamnya sebagai alat-alat yang akan diajukan ke sidang 
pengadilan, sehingga tersangka bisa mendapatkan haknya yaitu berhak 
mendapatkan keputusan dan kepastian dari pengadilan. 
2. Tersangka memiliki hak untuk dianggap tidak melakukan kesalahan 
sebelum hakim memutuskan dan menjatuhkan hukuman atas 
kesalahanya. 
3. Polisi memiliki hak untuk menanyakan seorang tersangka yang akan 
ditangkap untuk memperlihatkan surat penangkapan, alasan 
penangkapan dan uraian singkat dari kasus yang menjerat tersangka 
kedalam tindak pidana (Pasal 18 KUHAP). 
Melalui Lembaga Kepolisian, negara harus memberi perlindungan 
terhadap para tersangka, sebab jika tidak ada perlindungan maka negara dikatakan 
gagal dalam menjalankan fungsinya yaitu memberikan keamanan dan 
kesejahteraan bagi masyarakatnya. Meski negara telah memberikan aturan 
konstitusi yang mengikat namun tindakan kekerasan masih saja terjadi dalam 
proses penyidikan, hal tersebut dikarenakan “upaya unutk menghentikan 
kekerasan melalui proses peradilan belum diatur dalam Perundang-undangan”. 
Pasal 77 KUHAP dalam proses pengadilan hanya dijadikan sebagai barometer sah 
atau tidaknya penangkapan, atau penyidikan. Sejauh ini belum ada  pasal yang 
benar-benar memberikan hak kepada tersangka untuk memberikan pembelaan dan 






Berlandasan pada asas praduga tak bersalah dan asas persamaan dihadapan 
hukum, maka jelas bahwa setiap tersangka wajib mendapatkan hak yang 
seharusnya didapatkan tanpa terkecuali. Terlebih bagi seseorang yang belum 
dinyatakan bersalah maka ia  harus mendapatkan haknya untuk mendapatkan 
pemeriksaan dalam waktu yang cepat agar pengadilan bisa sesegera mungkin 
mengambil keputusan yang seadil-adilnya. Tidak hanya itu, tersangka juga harus 
mendapatkan hak untuk diinformasikan tentang apa yang didakwakan 
terhadapnya. 
Penjelasan mengenai asas praduga tak bersalah pada dasarnya memiliki 
dua makna yang saling berkesinambungan. Yang pertama, perlindungan juga 
harus dirasakan oleh seseorang yang dituduh melakukan tindak pidana, dan 
perlindungan tersebut  jangan sampai dihilangkan. Yang kedua, yaitu untuk 
memberikan pedoman kepada petugas supaya memiliki batasan dalam bertindak 
dan berbuat pada saat melaksanakan pemeriksaan dikarenakan yang diperiksa 
merupakan manusia yang memiliki harkat dan martabat yang harus dilindungi dan 
dijunjung tinggi keberadaannya.  
R.Atang Ranoemihardja, mendeklarasikan pendapatnya mengenai asas 
praduga tak bersalah. Asas ini dapat diartikan sebagai pemberian hak kepada 
tersangka untuk memberikan pembelaan atas dirinya, hal tersebut dilakukan untuk 
memperoleh hak-hak tersangka dan mendapatkan perlindungan hukum atas segala 
hal yang dapat membahayakan dirinya, baik bahaya tersebut datang dari pihak 
internal atau eksternal pada saat dilakukan pemeriksaan oleh penyidik. Adapun 





dalam bahasa yang mungkin tidak dimengerti oleh tersangka dan/atau apa bahasa-
bahasa yang didakwakan kepadanya, hak menyampaikan keterangan dengan 
bebas tanpa adanya ancaman atau tekanan dari penyidik atau pihak lainnya dan 
hak untuk tetap memperoleh bantuan hukum.  
Secara yuridis, pasal 27 ayat 1 UUD 945 telah memberikan perlindungan 
terhadap individu dan diperlakukan sama dihadapan hukum. Jika pasal ini tidak 
diterapkan, maka kemungkinan yang akan terjadi adalah masyarakat akan sering 
mengalami berbagai perlakuan diskriminatif dalam bidang hukum dan 
pemerintahan. Jika dibiarkan terus menerus perlakuan yang seperti ini akan 
memicu rasa ketidakadilan dari masyarakat yang dapat menjadi faktor kehancuran 
konstitusi negara. 
Maraknya kasus yang tidak terselesaikan dengan baik dikarenakan adanya 
kendala pada saksi yang tidak memberikan keterangan dengan baik dan sebenar-
benarnya didepan penyidik sudah menjadi kasus yang tidak pernah hilang dalam 
penegakan hukum. Kebanyakan saksi masih takut untuk memberikan keterangan 
yang sebenarnya. Hal ini disebabkan karena saksi mendapat ancaman baik secara 
verbal maupun fisik yang berasal dari pihak-pihak tertentu terutama dari para 
pihak penyidik itu sendiri. 
Dalam sistem Perundang-undangan di Indonesia, status saksi dalam 
Undang-undang No. 13 Tahun 2006 telah dijelaskan bahwa saksi memiliki 
jaminan untuk mendapatkan rasa aman  saat memberikan kesaksian dalam proses 





pembentukan “Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban” atau LPSK. Lemabaga 
ini dibentuk agar dapat memberikan perlindungan dan bantuan hukum pada saksi 
maupun korban atas dasar tugas beserta wewenang yang sudah tertuang dalam 
Undang-undang tersebut. Makna “Perlindungan” dalam Undang-undang ini dapat 
diartikan sebagai segala bentuk atau upaya pemenuhan hak yang dapat 
memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban dan wajib dilaksanakan 
berdasarkan ketentuan LPSK dan ketentuan Undang-undang.
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Didalam Undang-undang No. 13 Tahun 2006, hak dan kewajiban saksi 
terdapat pada pasal 5 yaitu: 
1. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, harta, keluarga dan 
terbebas dari ancaman yang sedang atau akan diberikannya.  
Hak ini dalam proses penyidikan di Kepolisian nampaknya belum bisa 
sepenuhnya diterima saksi atau korban, hal tersebut karena saksi maupun 
korban belum sepenuhnya mendapatkan perlindungan. Proses penyidikan 
saat ini belum menempatkan saksi atau korban sebagai subjek atau objek 
yang harus dilindungi, bahkan adakalanya sebagian penyidik tidak tahu 
mengenai hal ini. Oleh sebab itu diperlukan pembekalan pengetahuan pada 
setiap anggota Polri guna lancarnya proses peradilan di Indonesia. 
2. Ikut serta dalam proses pemilihan bentuk perlindungan hukum 
Tersangka dapat menentukan sendiri dengan cara apa ia ingin 
mendapatkan perlindungan selama proses penyidikan. Dalam kasus tindak 
pidana, tersangka sudah seharusnya mendaptkan perlindungan yang ketat, 
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sebab fakta lapangan di kehidupan masyarakat tersangka kasus pidana 
acapkali diamuk masa.Dalam hal ini, seharusnya saksi maupun korban 
diberi keleluasaan dalam memilih bentuk pelindungan hukum terhadap 
dirinya sendiri, lalu tugas dari Aparat Penegak Hukum yaitu dengan 
memfasilitasinya. 
3. Memberikan keterangan tanpa tekanan. 
Dalam beberapa kasus, ada saatnya penyidik dalam melakukan interogasi 
terhadap saksi atau terduga pelaku disertai dengan tekanan bahkan 
kekerasan, hal tersebut dianggap sebagai bagian dari strategi dalam 
memperoleh keterangan dari saksi maupun terduga pelaku tindak pidana. 
Perbuatan yang seperti inilah yang seharusnya tidak ada dalam proses 
penyidikan di lingkungan Polri. 
4. Mendapat penerjemah. 
Hak ini dilaksanakan dengan cara menghadirkan penerjemah jika saksi 
atau terduga pelaku hanya dapat berkomunikasi dengan bahasa daerahnya 
sendiri. 
5. Bebas dari pertanyaan menjerat. 
Pertanyaan menjerat dalam hal ini yaitu pertanyaan yang dapat mengecoh 
seseorang yang ditanya agar menjawab dengan sesuai keinginan penyidik. 
Pertanyaan menjerat dilakukan agar penyidik memperoleh keterangan dari 







6. Memperoleh informasi dari perkembangan kasus. 
Informasi kelanjutan kasus dari tahap awal sampai tahap akhir pada proses 
peradilan harus diberitahukan kepada saksi atau korban. Dengan hal ini 
saksi atau korban dapat mengetahui sejauh mana kasus yang sedang 
dihadapinya. 
7. Mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan. 
Saksi maupun korban diwajibkan memperoleh informasi mengenai 
putusan yang dijatuhkan kepada terdakwa dari pengadilan. Hal ini bukan 
merupakan kewenangan penyidik melainkan Penuntut Umum dan 
Pengadilan. 
8. Mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan. 
Hak ini juga bukan merupakan kewenangan penyidik Kepolisian. 
Pengadilan wajib memberi informasi dalam hal terdakwa dijatuhkan 
putusan bebas. 
9. Mendapat identitas baru. 
Hak ini diberikan terhadap korban dengan kasus pelanggaran HAM seperti 
pelecehan seksual atau pemerkosaan yang bertujuan agar korban tidak 
mendapat diskriminasi dilingkungan masyarakat. 
10. Mendapatkan tempat kediaman baru. 
Kediaman baru disini diberikan apabila saksi maupun korban merasa 
terancam keselamatannya jika masih berada dilingkungan terdahulunya. 
Biasanya hal seperti menyangkut kasus-kasus besar seperti terorrisme, 





11. Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan. 
Penggantian biaya transportasi wajib diberikan apabila jarak kediaman 
saksi dengan kantor Kepolisian lumayan jauh. 
12. Mendapat nasehat hukum. 
Saksi maupun korban wajib mendapatkan nasihat hukum agar dalam 
berjalannya proses peradilan saksi atau korban tidak salah langkah dalam 
mengambil keputusan. 
13. Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu 
perlindungan berakhir. 
Bantuan biaya hidup wajib diberikan terutama kepada keluarga saksi dan 
korban jika dalam menjalani proses peradilan saksi atau korban tidak dapat 
memenuhi tanggungjawab terhadap keluarganya dikarenakan panjangnya 
proses peradilan yang sedang berlangsung. 
Hak-hak ini dilakukan diluar proses pengadilan dan didalam proses 
pengadilan jika seseorang menjadi saksi. Selain hak-hak yang wajib terpenuhi, 
seorang saksi atau korban wajib menunaikan kewajiban-kewajiban yang harus 




1. Pengucapan sumpah seorang saksi, dilakukan pada saat sebelum 
memberikan keterangan, sumpah yang diucapkan juga disesuaikan dengan 
keyakinan masing-masing, bahwa ia akan memberikan keterangan yang 
sebenar-benarnya (Pasal 160 ayat 3 KUHAP). Penyumpahan dilakukan 
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sebelum saksi itu memberikan keterangannya, cara penyumpahan ini 
dinamakan secara “promissoris”, akan tetapi apabila pengadilan 




2. Saksi wajib untuk tetap hadir di persidangan setelah menyampaikan 
keterangannya. (Pasal 167 Ayat 1 KUHAP). Untuk melancarkan jalannya 
persidangan terutama pada saat pemeriksaan saksi, maka kesaksian antara 
sakisi satu dengan dengan saksi lainnya tidak boleh saling diperdengarkan, 
hal tersebut bisa dilakukan dengan cara saat sakti saksi satu mengutarakan 




3. Para saksi dilarang untuk bercakap-cakap (Pasal 167 ayat 3 KUHAP). 
Lalu terkait dengan tugas dan wewenang dari Lembaga Perlindungan 
Saksi dan Korban (LPSK), dalam Undang-undang No. 13 Tahun 2006 pasal 12 
lembaga ini bertugas untuk: 
1. Perkara permohonan diminta dalam bentuk lisan dan/atau. 
2. Mentelaah ulang data dan dokumen dengan baik. 
3. Meminta fotocopy dokumen untuk memeriksa laporan pemohon.  
4. Meminta keterangan dari penegak hukum. 
5. Mengelola rumah aman. 
6. Mengubah identitas terlindung. 
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7. Memindahkan terlindung pada lokasi yang lebih aman. 
8. Melakukan pengawalan. 
9. Selama proses pengadilan, melakukan pendampingan bagi para saksi 
dan/atau korban. 
10. Melakukan pemberian restitusi dan kompensasi. 
 
 Hasil Wawancara 
Masih dengan narasumber yang sama pada pembahasan sebelumnya yaitu 
Bapak Purwanto S.H selaku advokat, ketika ditanya mengenai bagaimana agar 
kekerasan yang terjadi pada saat penyidikan tidak terus terjadi, ia mengatakan 
bahwa perlu dilakukannya pembinaan terhadap setiap anggota pada saat 
pendidikan, terutama pembinaan mengenai bagaimana cara “memanusiakan 
manusia”. Polisi harus dituntut bersifat humanis dan mengayomi seluruh lapisan 
masyarakat tanpa terkecuali. Tidak cukup hanya pada saat pendidikan saja, 
pembinaan juga harus dilakukan berjenjang selama seorang Polisi masih bertugas 
agar keahlian dalam menangani suatu perkara semakin melekat ditubuh setiap 
anggota. 
Narasumber menambahkan, selain dari faktor Lembaga Kepolisian itu 
sendiri, hal-hal lain yang dapat menghentikan perilaku kekerasan oleh Polisi 
adalah keberanian tersangka untuk mengungkap perlakuan kekerasan yang 
dialaminya dan melaporkannya kepada pihak yang bertugas mengawasi kinerja 
dari Kepolisian, dalam hal ini yaitu Divisi Propam. Namun sayang seribu sayang, 





disiplin terhadap anggota yang melakukan kekerasan. Hal ini terjadi karena 
Propam merupakan kesatuan yang masih dalam lingkup Kepolisian, jadi jangan 
berharap terlalu tinggi jika kekerasan yang dilakukan penyidik bisa sampai ke 
peradilan umum. 
Bicara mengenai perlindungan hukum yang diberikan negara terhadap 
terperiksa, narasumber mengatakan secara spesifik belum ada Undang-undang 
yang mengatur mengenai upaya untuk menghentikan kekerasan melalui 
mekanisme peradilan. Adapun cara untuk menghentikan proses penyidikan yaitu 
Pra-peradilan yang terdapat dalam 77 KUHAP, namun cara ini hanya diterapkan 
untuk menilai sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian 
penyidikan dan penghentian penuntutan.  
Salah satu cara yang diyakini ampuh menurut narasumber dalam 
menghentikan kekerasan yang dilakukan penyidik yaitu dengan pendampingan 
oleh Penasehat Hukum pada saat pemeriksaan, penasehat hukumnya pun harus 
dipilih sendiri oleh tersangka, jangan mau didampingi oleh penasehat hukum yang 
sudah disiapkan oleh Kepolisian karena penasehat hukum yang disiapkan oleh 
Kepolisian belum tentu benar-benar membela hak-hak dari tersangka. Disamping 
itu narasumber menambahkan perlunya pemasangan kamera pengawas ditempat 
pemeriksaan agar setiap perbuatan yang merugikan terperiksa yang dilakukan 
penyidik dapat dijadikan bukti yang untuk selanjutnya bisa diproses lebih lanjut. 
Melihat dari beberapa peraturan dan keterangan dari narasumber yang 
sudah jelaskan sebelumnya, dalam rangka proses penyidikan masih diperlukan 





terperiksa. Peraturan Kepolisian juga mengatur mengenai pemberian perlindungan 
kepada terperiksa yang terdapat dalam PERKAP No. 3 tahun 2008 tentang 
Pembentukan Ruang Pelayanan Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana. Dalam 




1. Menjunjung tinggi hak asasi manusia. 
2. Jaminan dan kepastian keselamatan bagi saksi dan/atau korban yang 
menyampaikan keterangan. 
3. Tidak membocorkan identitas atau hal-hal yang bersifat rahasia dari 
seorang saksi ataupun korban. 
4. Diminta kesiapan dan kesediaan secara lisan seorang saksi ataupun korban 
untuk memberikan keterangan,. 
5. Pertanyaan yang diajukan haruslah pertnyaan yang bijak. 
6. Tidak seenaknya terhadap saksi dan korban. 
7. Tersedianya penterjemah. 
8. Memperhatikan keterangan dengan baik.  
9. Memberikan informasi tentang perkembangan perkaranya. 
10. Menjamin terwujudnya keadilan dengan menjaga profesionalisme seorang 
aparat hukum. 
11. Memberikan empati terhadap saksi atau korban. 
 
                                                          
49
 Bambang Sri Herwanto, Kewajiban dan Kewenangan Polri dalam Perlindungan Saksi dan 





Lalu untuk seorang yang dinyatakan sebagai tersangka juga berhak 
memperoleh bantuan hukum sebagimana Pasal 69 sampai pasal 74 KUHAP 
menjelaskan bahwa bantuan hukum yang dapat diterima antara lain:
50
 
1. Pada awal ditangkapnya tersangka, maka bantuan hukum secara otomatis 
sudah dapat ia terima.  
2. Semua tingkat dan jenis pemeriksaan pastilah mendapatkan bantuan 
hukum. 
3. Setiap waktu, penasehat hukum bisa mengkonfirmasikan atau memberikan 
kunjungan terhadap tersangka tanpa memilah-milih kasus yang 
dinaunginya. 
4. Percakapan antara tersangka dan penasehat hukum bersifat rahasia dan 
tidak boleh didengar oleh penyidik dan penuntut umum 
Pelaksanaan penyidikan kepada seorang tersangka memerlukan 3 unsur 
yang harus diperhatikan oleh seorang penyidik yaitu: keadilan, unsur kepastian 
dan unsur kemanfaatan.
51
 Artinya hak seorang tersangka dalam kasus pidana jenis 
apapun wajib dilindungi dan dijaga oleh aparat kepolisian, dengan begitu maka 
perlindungan HAM terhadap para tersangka bisa nyata tidak hanya sekedar 
norma. 
Perlindungan hukum menjadi hal yang sangat esensial dan juga menjadi 
konsekuensi didalam negara hukum. Negara dalam hal ini adalah aparat 
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Perlindungan hukum berarti memberikan sebuah jaminan atas siapapun 
yang membutuhkan perlindungan hukum dari segela hal yang membahayakan 
atau mengancam keselamatan orang lain. Bantuan hukum disini diberikan kepada 




Dan bagi masyarakat yang mendapatkan prilaku kekerasan oleh oknum 
Penyidik Kepolisian, merujuk pada website resmi Propam Polri, langkah awal 
yang perlu dilakukan adalah melapor ke Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) 
yang ada Polres masing-masing Kabupaten atau Kota. Laporkan dengan Pasal 
penganiayaan yaitu Pasal 351 ayat 1 KUHP jika mengalami luka ringan, Pasal 
351 ayat 2 jika mengalami luka berat dan Pasal 351 ayat 3 jika terperiksa 
meninggal dunia. Sertakan bukti penganiayaan seperti hasil visum maupun foto 
ataupun hal-hal lain yang dapat menjadi bukti bahwa kekerasan terjadi 
dilingkungan Polri. Selanjutnya tunggu hasil penyelidikan yang dilakukan oleh 
Divisi Propam Polri. 
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Berdasarkan pemaparan yang sudah dijelaskan sebelumnya, dapat 
ditarik kesimpulan sebagai berikut: 
1. Mengenai kinerja penyidik Kepolisian dalam proses penyidikan masih 
disertai praktik kekerasan dengan tujuan untuk memperoleh pengakuan 
dari saksi atau terduga pelaku. Kekerasan dilakukan dengan berbagai 
cara yang mengakibatkan penderitaan yang hebat dari korbannya. Dari 
penjelasan rumusan masalah pada poin pertama dan dari informasi yang 
penulis peroleh dari seorang Anggota Kepolisian dan seorang Advokat, 
dapat kita lihat bagaimana seharusnya penyidik melaksanakan tugas 
sebagaimana mestinya tanpa harus melakukan tindakan-tindakan diluar 
nalar yang menciderai rasa keadilan di masyarakat. Banyak cara yang 
masih bisa dilakukan sebagai upaya memperoleh keterangan dari 
terperiksa. Jika dilihat dari aturan Undang-undang yang sudah 
dijelaskan sebelumnya, Polisi harus mengedepankan sifat humanis dan 
menghindari diri dari perlakuan kesewenang-wenangan dalam 
menangani suatu perkara. Dan juga perlu dibentuknya Lembaga diluar 
Kepolisian yang bertugas mengawasi jalannya pemeriksaan pada setiap 
proses Peradilan agar tindakan-tindakan yang merugikan terperiksa 





2. Mengenai perlindungan hukum terhadap saksi ataupun korban, 
Konstitusi Indonesia telah mengatur melalui UU No. 13 Tahun 2006 
Tentang “Perlindungan Saksi dan Korban”, Undang-undang ini 
dimaksudkan untuk menjamin keamanan terhadap saksi maupun korban 
pada saat memberikan kesaksian didalam proses Peradilan. Dan untuk 
tersangka yang sedang menjalani pemeriksaan, KUHAP dalam Pasal 
69- 74 sudah mendemonstrasikan adanya bantuan hukum yang bisa 
didapatkan oleh tersangka dalam menjalani proses Peradilan. 
 
B. Saran 
Berangkat dari uraian sebelumnya, maka penulis memberikan saran dari 
skripsi ini yaitu: 
1. Perlunya peningkatan kesadaran hukum akan hak asasi manusia setiap 
orang oleh aparat Kepolisian. 
2. Perlunya pengawasan dari pihak luar yang netral pada saat proses 
pemeriksaan agar hal-hal yang merugikan terperiksa tidak terjadi. 
3. Adanya sanksi yang berat yang diberikan oleh Lembaga Kepolisian 
kepada anggota yang melaksanakan tugasnya tidak didasari oleh 
ketentuan Undang-undang. 
4. Untuk para saksi diharapkan bisa bertindak tanpa adanya rasa takut 
dalam menguak sebuah kasus dan memberikan keterangan serta 
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